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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Perairan Pulau Buano disusulkan untuk ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan 
dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) dengan luas sebesar 31.820,89 hektar. Wilayah Taman Pulau 
Kecil (TPK) Pulau Buano dan perairan sekitarnya meliputi Pulau Kasuari, Pulau Kelapa, Pulau 
Pua, Pulau Nusa Tea, Pulau Nusa Esuna dan Pulau Serani. Secara administratif Pulau Buano 
memiliki dua negeri yaitu Negeri Buano Utara dan Negeri Buano Selatan yang memiliki 
beberapa dusun di dalamnya. Negeri Buano Utara memiliki empat dusun di antaranya (1) 
Dusun Naiselan, (2) Dusun Kasuari, (3) Dusun Huhua, (4) Dusun Anauni sedangkan Negeri 
Buano Selatan memiliki dua dusun di antaranya (1) Dusun Pasir Panjang, (2) Dusun Huaroa. 
Pulau Buano memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.131 jiwa (BPS Kabupaten Seram Bagian 
Barat, 2019). 

Rencana pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya merupakan panduan bagi 
pengelola untuk melaksanakan strategi dan kegiatan pengelolaan sehingga dapat melindungi 
target konservasi dan dapat mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi pengelolaan kawasan 
konservasi perairan yang efektif dan berkelanjutan.  

Tujuan dan sasaran utama pembentukan kawasan adalah untuk melestarikan sumber daya 
alam yang menjadi target konservasi sehingga dapat mendukung pemanfatan oleh 
masyarakat melalui perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 
Target konservasi meliputi ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun dan ikan napoleon. 
Masyarakat dan lembaga adat akan menjadi mitra utama Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan. Visi TPK Pulau Buano dan 
perairanya sekitarnya adalah ‘Terwujudnya pengelolaan ekosistem  dan sumber daya hayati 
laut yang berkelanjutan untuk masyarakat yang sejahtera’. 

Program dan kegiatan pengelolaan dilakukan untuk mendukung tiga strategi utama yaitu 
penguatan tata kelola dan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya alam dan 
penguatan sosial ekonomi dan budaya di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

Rencana zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya disusun dengan 
mempertimbangkan prinsip tata kelola kelembagaan, kondisi biofisik, sosial-ekonomi, budaya 
dan juga perubahan iklim. Prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan untuk menyusun rencana 
zonasi seperti keterwakilan dan perulangan habitat dan biota penting, jarak antar zona, 
kerentanan terhadap tekanan dan perubahan iklim. 

Evaluasi efektivitas pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dilakukan secara 
rutin dengan menggunakan perangkat yang ditetapkan dengan SK Dirjen KP3K No. 
KEP.44/KP3K/ XI/2012 tentang Pedoman Teknis Efektivitas Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Evaluasi insidental dilakukan 
untuk mengantisipasi kejadian dan dinamika di lapangan, sehingga pengelolaan TPK Pulau 
Buano dan Perairan Sekitarnya dapat berjalan baik dan adaptif. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Buano memiliki luas ± 127,55 km2 dan terdiri dari 2 (dua) negeri yaitu Negeri Buano 

Utara dan Buano Selatan dan 6 dusun (tabel 1), terletak di Kecamatan Huamual Belakang, 

Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Secara geografis Pulau Buano memiliki 

batas sebagai berikut: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram, (2) Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Laut Buru, (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram 

Barat, dan (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Kelang dan Kepulauan Manipa (BPS 

Kabupaten Seram Bagian Barat, 2018). 

 

Tabel 1. Daftar Negeri dan Dusun yang ada di Pulau Buano 

Kecamatan Negeri Dusun 

Huamual Belakang 

Buano Utara 

Naiselan 

Pulau Kasuari 

Huhua 

Anauni 

Buano Selatan 
Pasir Panjang 

Huaroa 

 

Pulau Buano merupakan satu gugusan pulau dengan Pulau Kelang dan Pulau Manipa. Pulau 

Buano memiliki struktur pulau, pesisir dan laut yang sangat menarik di antaranya Pantai 

Naiselan, Pantai Nusa Tea, Pulau Kasuari serta Selat Valentine dengan bebatuan karst yang 

berada di sisi kiri dan kanan selat beserta hamparan ekosistem mangrove yang sehat. Sekitar 

Pulau Buano terdapat beberapa pulau kecil lainya yaitu; Pulau Kelapa, Kasuari, Pua, Nusa 

Esuna, Nusa Tea, dan Nusa Uni. 
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Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Buano dan 

Perairan Sekitarnya. 

  

Perairan Pulau Buano memiliki tiga komponen ekosistem yakni terumbu karang, mangrove 

dan padang lamun yang memiliki nilai penting secara ekonomis, ekologis, sosial budaya, 

sejarah dan ilmu pengetahuan sehingga diperlukan pengeloaan secara berkelanjutan. 

Pemerintah mengalokasikan Pulau Buano dan perairan sekitarnya seluas 32.964 hektar 

sebagai kawasan konservasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K Maluku).  

Masyarakat di Pulau Buano hidup dan bergantung pada sumber daya alam sebagai mata 

pencaharian utama yaitu nelayan dan petani (LPPM, 2018). Kegiatan penangkapan ikan pada 

umumnya menggunakan alat tangkap tradisional dan modern seperti: pancing, panah, jaring, 

bubu dan mini purse seine. Terdapat 1.695 nelayan di Pulau Buano terdapat 1.695 nelayan 

di Pulau Buano (USAID SEA, 2018). Sarana penangkapan yang biasa digunakan adalah 

perahu tanpa motor dan perahu motor tempel. Dengan menggunakan sarana dan peralatan 

tersebut diatas, hasil tangkapan yang biasa diperoleh adalah jenis ikan pelagis (tuna, 

cakalang), pelagis kecil (kembung, selar, layang), kakap, bobara, sako atau julung, baronang, 

kerapu, lobster, gurita, teripang dan sebagainya (Sasi, 2017).  
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Selain usaha penangkapan ikan, penerapan usaha budidaya ikan sistem pembesaran 

menggunakan keramba jaring apung (KJA) dan keramba tancap telah dikembangkan 

terutama di Dusun Pulau Kasuari. Kegiatan budidaya rumput laut menggunakan sistem 

longline secara swadaya pernah dilakukan dalam jumlah kecil, namun aktivitas ini tidak 

dilanjutkan karena terkendala pasar yang sulit meskipun hasilnya cukup baik dan menjanjikan. 

Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah Euchema cottoni (LPPM, 2018). 

Rata-rata jumlah tangkapan ikan di Pulau Buano diperikirakan mencapai 124 ton per tahun 

(WWF Indonesia, 2018). Produksi perikanan Pulau Buano diprediksi terus menurun setiap 

tahunnya. Penggunaan bom, potassium dan bubu tarik dalam 10 tahun cukup marak dan 

menyebabkan kerusakan terumbu karang terutama disekitar Tanjung Pamali, Nusa Tea, 

Pulau Kasuari dan Selat Valantine (Sasi, 2017). Hal ini diperparah dengan tidak adanya 

pengawasan rutin oleh aparat yang berwajib di lokasi sekitar Pulau Buano.  

Selain sumber daya kelautan dan perikanan, Pulau Buano juga dikenal sebagai habitat 

burung endemik Kehicap Buano atau Black chinned monarch (Monarcha boanensis), hal ini 

menjadi salah satu potensi satwa yang mempunyai ciri khas yang ada di Pulau Buano (LPPM, 

2018). Adanya single site species merupakan sebuah nilai tambah bagi Pulau Buano agar 

dikelola dan dilestarikan sumber dayanya. 

Bentang alam Pulau Buano didominasi oleh batuan karst. Beberapa lokasi yang populer di 

Pulau Buano adalah Selat Valentine dan Pulau Sendiri (Nusa tea). Pulau Buano dapat dicapai 

dari Ambon menggunakan moda transportasi darat dan laut. Jika menggunakan transportasi 

darat melalui Pelabuhan Hunimua di Negeri Liang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan 

Waipirit di Pulau Seram. Perjalanan dilanjutkan dengan transportasi darat menuju Pelabuhan 

Masika Jaya atau Patinia kemudian disambung dengan kapal reguler dengan tujuan akhir 

Pulau Buano. Jika ingin menggunakan jalur laut langsung dari Ambon melalui Pelabuhan 

Ambon menggunakan Kapal Sabuk Nusantara menuju Pulau Buano dengan lama berlayar 

sekitar enam jam. 

Berdasarkan hasil analisa data keanekaragaman sumber daya, biofisik, sosial ekonomi dan 

data lainnya dengan megacu Permen-KP No.17/KEPMEN-KP/2008 tentang Kawasan 

Konservasi Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, tipe Kawasan Konservasi Pulau Buano 

direkomendasikan sebagai Taman Pulau Kecil (TPK). 

1.2 Ruang Lingkup Rencana Pengelolaan 

Rencana Pengelolaan dan Zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya  sebagai arahan 

dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan yang terpadu agar dapat mencapai 
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pengelolaan yang efektif dan berdampak positif pada keberlangsungan perlindungan 

keanekaragaman hayati laut. 

Ruang lingkup rencana pengelolaan dan zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

yaitu: 

a. Potensi dan ancaman yang meliputi kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta 

permasalahan yang terkait dengan pengelolaan jenis kawasan; 

b. Kebijakan pengelolaan meliputi landasan hukum, kebijakan nasional dan kebijakan 

daerah; 

c. Penataan zonasi kawasan meliputi zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona lainnya 

dan aturan yang berlaku dalam zonasi; 

d. Rencana pengelolaan meliputi rencana pengelolaan jangka panjang, rencana 

pengelolaan jangka menengah dan tahunan. 

e. Penganggaran, Pentahapan dan Penjadwalan. 

1.3 Status dan Perubahan Luas Kawasan Konservasi 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama para pemangku kepentingan telah 

melakukan analisa untuk mendapatkan rekomendasi kategori dan jenis KKP atau KKP3K. 

analisa dalam menentukan tipe kawasan konservasi dilakukan berdsarkan 17 kriteria sesuai 

Suplemen E-KKP3K yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu Suplemen 1 tentang panduan 

identifikasi, inventarisasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-

pulau kecil. Bersasarkan analisa dan penialaian yang dilakukan perairan Pulau Buano 

mendapatkan rekomendasi alternatif sebagai Suaka Pulau Kecil (SPK) dengan nilai sebesar  

1.184,62 dan rekomendasi utama sebagai Taman Pulau Kecil (TPK) dengan nilai sebesar  

2.923,08. Selanjutnya acuan yang digunakan adalah Permen-KP No.17 / KEPMEN- KP/2008 

tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. 

TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya diusulkan untuk penentapan seluas 31.820,89 

hektar yang meliputi perairan Pulau Buano dan pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Pua, 

Nusa Tea dan Pulau Kelapa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 

2018-2038 dengan batas-batas koordinat disajikan secara rinci pada tabel 2 dibawah ini: 

 

Tabel 2. Batas-batas koordinat TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

Lokasi Point Bujur Timur Lintang Selatan 
Pulau Buano 1 127° 46' 35,440" 3° 1' 36,846" 



5 
 

Lokasi Point Bujur Timur Lintang Selatan 
2 127° 48' 52,484" 3° 3' 16,275" 
3 127° 49' 36,975" 3° 3' 48,553" 
4 127° 53' 37,978" 3° 6' 43,382" 
5 127° 53' 44,173" 3° 6' 47,875" 
6 127° 55' 36,325" 3° 4' 51,737" 
7 127° 56' 19,125" 3° 4' 7,412" 
8 127° 59' 39,241" 3° 0' 40,142" 
9 128° 0' 48,006" 2° 58' 33,673" 
10 128° 0' 54,349" 2° 58' 25,185" 
11 128° 0' 59,346" 2° 58' 18,498" 
12 128° 0' 59,938" 2° 58' 17,707" 
13 128° 3' 5,461" 2° 55' 29,745" 
14 127° 54' 11,142" 2° 51' 1,622" 

Pulau Buano 

15 127° 57' 6,035" 3° 0' 41,992" 
16 127° 57' 7,000" 3° 0' 42,875" 
17 127° 57' 10,088" 3° 0' 40,466" 
18 127° 57' 9,955" 3° 0' 38,733" 
19 127° 55' 25,525" 2° 56' 9,433" 
20 127° 56' 7,714" 2° 56' 29,359" 
21 127° 56' 33,250" 2° 56' 39,923" 
22 127° 56' 35,680" 2° 56' 35,617" 
23 127° 56' 23,316" 2° 55' 44,593" 
24 127° 55' 54,393" 2° 55' 28,343" 

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama masyarakat dan Universitas 

Pattimura Ambon pada tahun 2017 bersama menginisiasi Pulau Buano untuk dicadangkan. 

Pada tahun 2019 Pulau Buano dicadangkan dengan SK Gubernur Maluku Nomor 328 Tahun 

2019 tentang Pencadangan KKP3K Pulau Buano dan Perairan sekitarnya seluas 25.064,74 

hektar. 

Sebelumnya kawasan perairan Kepulauan Buano juga tercantum dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau 

Pulau Kecil Tahun 2018 – 2038 dimana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau 

Buano dialokasikan seluas 32.964  hektar.  

Pada proses penyusunan draft Rencana Pengelolaan dan Zonasi untuk pengusulan 

penetapan tim penyusun melakukan analisis spasial terhadap 2 dokumen di atas dengan 

menggunakan pembaruan sumber data citra yang berasal dari data Badan Informasi 

Geospatial (BIG) tahun 2018 dan data ekologi dan sosial ekonomi budaya. Dari hasil analisis 

tersebut terjadi penyesuaian terhadap luasan yang diusulkan pada TPK Pulau Buano dan 

Perairan Sekitarnya menjadi 31.886,86 hektar. Gambar 2 menampilkan perbandingan batas 

kawasan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya yang diusulkan untuk penetapan, SK 
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Gubernur Maluku Nomor 328 Tahun 2019 dan  Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 

Tahun 2018. 

 
Gambar 2. Peta perbandingan alokasi RZWP3K Provinsi Maluku, pencadangan dan usulan 

penetapan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

1.4 Lingkungan Fisik 

1.4.1. Geologi dan Topografi 

Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar 

yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kecuraman lereng, panjang 

lereng dan bentuk lereng semuanya akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran 

permukaan. Kemiringan lereng di Pulau Buano didominasi oleh daerah datar-landai 

sampai berombak dengan kelerengan antara 0-8% sedangkan sisanya bervariasi dari 

daerah yang agak miring - curam hingga sangat curam  (LPPM, 2019). Pulau Buano 

adalah pulau yang 80% wilayahnya berada pada kisaran ketinggian 0-200 meter di atas 

permukaan laut (MDPL) dan sisanya berada pada kisaran ketinggian 200-425 MDPL. 

Pulau Buano juga memiliki karakteristik relief datar-bergelombang hingga berbukit bisa 

dilihat pada gambar 4 (LPPM, 2019). 

Deleted: 2
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Gambar 3. Peta ketinggian Pulau Buano berdasarkan data LPPM Maluku tahun 2019. 

Sebesar 59% batuan induk di pulau Buano adalah dari jenis flyshfacies, 35 % batuan 

deposit dan 6% adalah limestone (LPPM Maluku, 2019). Nama flyschfacies 

diperkenalkan dalam literatur geologis oleh ahli geologi Swiss Bernhard Studer pada 

tahun 1827. Studer menggunakan istilah ini untuk pergantian batu pasir dan serpihan 

khas di foreland of Alps. Nama ini berasal dari kata Jerman fliessen, yang berarti 

mengalir, karena Studer berpikir flysch diendapkan oleh sungai. Namun sebenarnya 

flysch adalah sedimen laut dalam yang baru muncul/terangkat akibat pergerakan 

lempeng tektonik. Batuan deposit, dalam geologi adalah akumulasi alami mineral, atau 

batuan yang dibawa oleh media air, gletser, atau angin. Deposit juga terbentuk di wilayah 

perairan laut, danau atau di tempat cekungan yang bisa mengendapkan pasir, lumpur 

dan bahan lainnya, sedangkan batuan gamping dalam bahasa Inggris adalah limestone, 

atau dalam istilah komersial disebut batu kapur (CaCO3) adalah sebuah batuan sedimen 

yang terdiri dari mineral kalsit dan aragonit, yang merupakan dua varian yang berbeda 

dari CaCO3 (kalsium karbonat). Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. 
 

1.4.2. Batimetri 

Perairan di Provinsi Maluku terdiri atas laut, pantai dan perairan umum seperti danau, 

rawa dan sungai. Yang termasuk perairan utama yaitu Laut Seram di bagian Utara, Laut 

Banda di bagian Tengah, Laut Arafura di bagian Tenggara dan Laut Timor di bagian 

Selatan. TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya mempunyai rentang kedalaman 
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antara 0 - 1.800 m. Jika dilihat pada gambar 3 di bawah ini terdapat beberapa daerah 

dengan kedalaman 20-50 meter yang terpisah dari pulau utama, daerah tersebut biasa 

disebut saaru oleh masyarakat setempat yang juga merupakan tempat kesukaan nelayan 

untuk mencari ikan. Kedalaman laut di wilayah perairan ini didominasi oleh kedalaman 

200 - 600 m (Data kedalaman RZWP3K Provinsi Maluku 2018). 

 
Gambar 4. Peta Batimetri perairan Pulau Buano berdasarkan RZWP3K Provinsi Maluku 

2018 

1.4.3. Iklim 

Curah hujan tertinggi di sekitar Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2018 terjadi 

pada bulan Januari (Tabel 3) dengan hari hujan sebanyak 23 hari dan paling rendah pada 

bulan September dengan curah hujan sebanyak 47 mm3 dan hari hujan 15 hari. Suhu 

rata-rata di Kabupaten Seram Bagian Barat 26,28°C, dimana suhu maksimal rata-rata 

adalah 32,9°C dan suhu minimum sebesar 21,17°C (BPS Kabupaten Seram Bagian 

Barat, 2019).  
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Tabel 3. Curah hujan di sekitar wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat 

Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan 

Januari 374 23 
Februari 151 15 
Maret 200 20 
April 244 22 
Mei 288 23 
Juni 243 21 
Juli 285 27 
Agustus 184 15 
September 47 15 
Oktober 104 13 
November 135 16 
Desember 149 17 

      Sumber: BPS Seram Bagian Barat, 2018 

 

1.4.4. Parameter Oseanografi 

Arus pasang surut yang dominan ditemukan pada pada selat perairan antara Pulau 

Seram dengan Pulau Buano. Berdasarkan kajian hasil pengukuran arus pada perairan 

tersebut memiliki kecepatan berkisar antara 17,7 – 22,4 cm/s dan 13,4 – 22,8 cm/s. Arus 

tersebut mengarah ke selatan perairan Pulau Buano dan berlawanan dengan arah angin 

yang mengarah ke tenggara hingga selatan dengan kecepatan 3- 6 knot. Perlawanan 

arah angin dan arus menyebabkan permukaan laut bergelombang dengan tinggi 

mendekati 0,5 meter. Diagram mawar (Gambar 5) arus menunjukan aliran arus mengarah 

ke 120° - 280° barat daya dengan frekuensi arus terbanyak ke arah 190° – 199° selatan 

dan kecepatan maskimum sebesar 22,4 cm/s (Nirwansyah dan Nursakti, 2014). Suhu 

permukaan laut berkisar pada laut seram pada tahun 2019 memiliki rentan antara  27-

29°C ketika monsun tenggara (Surinati dan Corry, 2019). 

 
Gambar 5. Diagram mawar arus pada selat perairan Pulau Buano dengan Pulau Seram Deleted: 5
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1.5 Keanekaragaman Hayati 

1.5.1. Biota Kritis, Terancam Punah dan Dilindungi (ETP) 

Berdasarkan survei data dasar Pulau Buano yang dilakukan pada tahun 2017 mencatat 

biota lainnya yang ditemukan dengan menggunakan metode Manta Tow termasuk ikan, 

penyu dan substrat. Data menunjukkan bahwa distribusi atau penyebaran penyu di Pulau 

Buano cukup tinggi dimana pada satu kali tarikan atau towing dengan jarak sekitar 200 

m, hampir selalu terlihat adanya penyu (Gambar 6) dengan ukuran yang cukup besar 

dengan diameter karapas sekitar 70-90 cm. 

 
Gambar 6. Peta kemunculan penyu di Pulau Buano berdasarkan survei data dasar 

tahun 2017. 

Penyu yang dijumpai selama kegiatan manta tow adalah jenis Penyu sisik. Penyu 

dijumpai paling banyak di sekitar Pantai Naiselan sampai dengan Pulau Kasuari. 

Beberapa penyu juga terlihat berenang ataupun mencari makan di bagian timur dan 

selatan pulau Buano namun intensitas kemunculannya tidak terlalu tinggi dan hanya 

terlihat 1 atau 2 ekor penyu yang berenang di sekitar tubir, (Welly, dkk., 2017). 
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Gambar 7. Peta kemunculan mamalia laut dalam survey Rapid Ecological Assesment 

(REA) tahun 2017 

Pada tahun 2017 telah dilakukan survey mamalia laut pada kawasan WPP 714 dan 715. 

Survey ini dilakukan dengan cara pengamatan mamalia laut menggunakan binokular 

diatas kapal dimulai dari Ambon ke arah Kepulauan Sula dan berakhir di Ambon. Salah 

satu cakupan area dalam survey tersebut adalah perairan Pulau Buano. Hasil dari survey 

dan hasil pengamatan langsung oleh masyarakat (Gambar 7) menunjukan bahwa pada 

perairan Pulau Buano dan sekitarnya ditemukan 7 jenis mamalia laut yaitu Spinner 

dolphin, Spotted dolphin , Paus kepala melon, Paus baleen, Lumba-lumba risso, Lumba-

lumba hidung botol, dan Fraser dolphin. Spinner dolphin yang ditemukan pada perairan 

Pulau Buano sekitar 51-100 individu, sedangkan Spotted dolphin dibawah 50 individu, 

serta Paus kepala melon sebanyak 17 individu pada bagian selatan Pulau Buano (Kahn, 

2017). 

 

1.5.2. Ekosistem Terumbu Karang 

Pada umumnya Pulau Buano memiliki terumbu karang dengan tipe fringing reef, 

beberapa tempat juga memiliki terumbu karang dengan bentuk wall. Banyak terumbu 

karang berbentuk lelehan (encrusting) dan sponge dengan ukuran besar menempel di 

dinding terumbu karang daerah Dusun Naiselan. Pulau Buano juga memiliki banyak 
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saaru. Saaru adalah nama lokal yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya di 

daerah Maluku untuk menyebut terumbu karang dangkal dan terpisah dari pulau, 

kedalaman terumbu karang ini bervariasi antara 3-20 meter (Welly, dkk. 2017). 

 
Gambar 8. Status tutupan terumbu karang di Pulau Buano pada tahun 2017. 

Hasil analisis kondisi terumbu karang pada 10 titik pengamatan ( Gambar 8) menunjukkan 

bahwa terumbu karang di perairan Pulau Buano dalam kategori “Buruk” sampai “Baik 

Sekali” pada kedalaman 3 meter dengan persentase tutupan terumbu karangnya berkisar 

antara 17,67 -75,33% dan rata-rata persentase tutupan karang 48,07%. Sedangkan pada 

kedalaman 10 meter, kategori kondisi terumbu karang “Buruk” sampai “Baik” dengan 

persentase tutupan terumbu karang berkisar antara 13,33-56,33% dan rata-rata 

persentase tutupan karang 31,63% (Welly, dkk., 2017). 

Berdasarkan hasil pengamatan terumbu karang yang digamnbarkan pada gambar 9. 

Pada kedalaman perairan 3 meter menunjukkan bahwa kondisi karang keras (hard Coral) 

tergolong “Sedang” dengan persentase tutupan 48,1% dan karang lunak (soft Coral) 

6,33%. Karang keras yang sering dijumpai adalah karang Acropora dengan bentuk 

pertumbuhan branching (ACB) dan tabulate (ACT) dengan persentase tutupan Acropora 

9,67%. Sedangkan karang Non-Acropora memiliki persentase tutupan 34,00%. 
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Gambar 9. Tutupan karang keras hidup pada 10 lokasi pengamatan di Pulau Buano 

berdasarkan data survey dasar tahun 2017 

Sedangkan hasil pengamatan pada kedalaman perairan 10 meter menunjukkan bahwa 

kondisi karang keras (hard Coral) tergolong “Sedang” dengan persentase tutupan 31,6% 

dan karang lunak (soft Coral) 4,67%. Dari hasil pengamatan karang keras Acropora yang 

ditemukan adalah tabulate (ACT) dan submassive (ACS) dengan persentase tutupan 

Acropora 2,00%. Sedangkan untuk karang Non-Acropora memiliki persentase tutupan 

41,00% (Welly, dkk., 2017). 

 

1.5.3. Ekosistem Mangrove 

Secara umum, ekosistem mangrove dapat ditemukan di dua pulau utama, yakni di Pulau 

Buano dan Pulau Pua (Gambar 10), yang dipisahkan oleh Selat Valentine. Posisi Pulau 

Pua membentuk dan melindungi teluk sehingga keberadaannya sangat mendukung 

untuk berkembangnya ekosistem mangrove di kawasan Teluk Valentine. Ekosistem 

mangrove memiliki manfaat sebagai daerah asuhan biota-biota laut dan merupakan mata 

rantai yang penting dalam menjaga keseimbangan biologis di Selat Valentine dan 

perairan di sekitarnya. Selain itu, ekosistem mangrove juga berperan sebagai pendaur 

ulang nutrisi, pemasok makanan, tempat bertelur, tempat bernaung dan tempat tumbuh 

bagi organisme laut lainya (LPPM, 2018).  
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Gambar 10. Sebaran luasan mangrove di Pulau Buano 

 

Tabel 4. Jenis dan nama daerah ditemukan spesies mangrove beserta asosiasinya 

yang terdapat di Pulau Buano 

Mangrove 

Famili Jenis Nama Daerah Ditemukan 

Rhizophoraceae Rhizophora apiculata Ate 

Rhizophoraceae Rhizopora mucronata Ate 

Rhizophoraceae Rhizophora stylosa Ate 

Rhizophoraceae Brugueira gymnorryzha Ain 

Rhizophoraceae Ceriops tagal Ahusu 

Lythraceae Sonneratia alba - 

Arecaceae Xylocarpus moluccensis Pohon kira-kira 

Primulaceae Aegiceras corniculatum Maulopee 

Are Nypa fruticans Nypa 
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Mangrove 

Famili Jenis Nama Daerah Ditemukan 

Asosiasi Mangrove 

Famili Jenis Nama Daerah Ditemukan 

Malvaceae Hibiscus tiliaceus Papatal 

Goodeniaceae Scaevola taccada Moral 

Pteridaceae Acrostichum aureum Susuuna 

Legumonisae Pongamia pinnata Alane 

Combretaceae Terminalia catappa Sanisa 

Lythraceae Pemphis acidula Tipopi 

Lecythidaceae Barringtonia asiatica Hutun 

Laguminosae Peltophorum pterocarpum Kerulau 

Convolvulaceae Ipomea Pes-caprae Unupatil 

Asteraceae Wedelia biflora Umunenee/Sugu-sugu 
Sumber: LPPM Maluku 2018 

Hasil inventarisasi jenis mangrove yang dilakukan oleh LPPM pada tahun 2018, dengan 

menggunakan metode random sampling secara keseluruhan spesies yang ditemukan 

berjumlah 19 (sembilan belas) jenis dari 14 (empat belas) famili disajikan pada tabel 4 diatas. 

Jenis yang sangat menonjol adalah jenis-jenis dari famili Rizophoraceae. Jenis - jenis yang 

mendominasi tutupan lahan vegetasi adalah Rhizopora mucronata dan Rhizopora apiculata 

(Gambar 11). 

  

  
Gambar 11. Kiri, Rhizopora mucronata dan Kanan, Rhizopora apiculate. Foto: LPPM Maluku 

2019 
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1.5.4. Ekosistem Lamun 

Melalui dukungan dari USAID SEA Project, CTC melakukan survei data dasar pada tahun 

2017 untuk menghitung luasan ekosistem lamun yang ada di Pulau Buano. Beberapa titik 

yang mewakili Negeri Buano Utara, antara lain ekosistem lamun Pulau Kelapa, Pulau 

Kasuari, Pulau Pua, Batusuan dan Hatu Putih. Sedangkan yang mewakili Negeri Buano 

Selatan adalah ekosistem lamun di depan Nasarane, Kepala Labuang, Hahusang, Pasir 

Panjang, dan Waungi. Hasil analisis data dari citra satelit setelah dilakukan koreksi di 

lapangan, ditemukan bahwa luas padang lamun di Pulau Buano dan pulau-pulau kecil 

lainnya mencapai 79,56 ha (Welly dkk., 2017). 

Hasil kajian yang dilakukan dalam survei data dasar tahun 2017 menemukan enam 

spesies lamun di daerah ini. Jenis lamun tersebut adalah Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium, Cymodocea rotundata dan 

Halodule uninervis. Kehadiran dari enam spesies lamun tersebut karena substrat dasar 

merupakan lumpur dan pasir (didominasi oleh substrat tipe berpasir). Komposisi jenis  

lamun yang ada pada perairan Pulau Buano dapat dilihat secara rinci pada gambar 12 

dibawah ini. 

 
Gambar 12. Komposisi jenis lamun di perairan Pulau Buano tahun 2017 

 

Data di atas menunjukkan bahwa C. rotundata merupakan jenis yang mendominasi 

perairan Pulau Buano. Yang dominan terlihat jelas dengan skor komposisi lamun yang 

mencapai 40,12%, diikuti oleh tipe T. hemprichii dengan komposisi tipe skor 18,03%. Skor 

jenis komposisi lainnya tidak jauh berbeda (di antara 10-13%), kecuali tipe terendah, yaitu 

E. acoroides, yang hanya mencapai 6,88%.  

6,88%

18,03%

10,77%

11,16%

40,12%

13,04% E. acoroides
T. hemprichii
H. ovalis
S. isoetifolium
C. rotundata
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Rata-rata tutupan lamun yang ada pada perairan Pulau Buano sebesar 59,1%. Hal tersebut 

menjelaskan jika kondisi tutupan lamun yang ada di Pulau Buano bisa dikategorikan 

“kurang kaya atau kurang sehat” (Kepmen LH No. 200 tahun 2004). Sebaran status tutupan 

lamun yang ada di perairan Pulau Buano disajikan dalam Gambar 13 di bawah ini. 

 

 
Gambar 13. Status Lamun di Pulau Buano pada tahun 2017 

1.5.5. Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) 

Ikan napoleon (Cheilinus undulatus) atau biasa orang Pulau Buano menyebut dengan 

nama Maming. Ikan jenis ini merupakan jenis ikan dengan nilai ekonomis penting dan 

sering tertangkap secara tidak sengaja (bycatch) oleh nelayan dengan target ikan 

demersal. Namun nelayan cenderung menjualnya atau mengkonsumsi jika mendapat 

ikan ini daripada dilepaskan kembali ke perairan. Ikan napoleon ini terlihat di beberapa 

lokasi seperti di Tanjung Pamali dan bagian selatan dan umumnya berenang di sekitar 

tubir (Gambar 14). Ukuran ikan napoleon yang terlihat saat pengamatan manta tow 

berkisar antara 40-65 cm dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, (Welly, dkk., 2017). 
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Gambar 14. Ciri-ciri dan bentuk Ikan Napolen 

Kajian mengenai kriteria kepadatan ikan napoleon didasari karena tingkat eksploitasi ikan 

napoleon yang cenderung mulai berlebih. Terlalu riskannya menggeneralisasikan tingkat 

kepadatan ikan napoleon menajdi faktor utama untuk membagi kriteria tingkat kepadatan 

menjadi lima yakni kriteria kepadatan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi 

(Edrus dan Ali, 2013).  

a. Status dalam kategori sangat kritis dengan kepadatan sangat rendah yaitu 0-2 

ekor/ha. 

b. Status dalam kategori masih rentan dan mulai membaik dengan kepadatan rendah 

yaitu 2,1-4 ekor/ha. 

c. Status kategori membaik dengan kepadatan sedang yaitu 4,1-6 ekor/ha. 

d. Status kategori mendekati normal dengan kepadatan tinggi yaitu 6.1-8 ekor/ha. 

e. Status dalam kategori normal dengan kepadatan sangat tinggi yaitu 8,1-10 ekor/ha. 

 

Indonesia merupakan pengekspor ikan napoleon terbesar ke Hong kong, eksploitasi paling 

besar terhadap ikan ini ada pada daerah Bali, Kangean, Sulawesi Utara dan Raja Ampat 

(IUCN, 2006). Hasil survey biofisik pada tahun 2017 menunjukan hasil bahwa biomasa ikan 

napoleon pada perairan Pulau Buano sebesar 41,5 Kg/ha sedangkan kepadatanya sebesar 

3,5 ekor/ha (Welly dkk., 2017). Hal tersebut menandakan status kategori ikan napoleon di 

Pulau Buano adalah masih rentan dan mulai membaik. 
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1.6 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga 

indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan 

Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa 

Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan 

mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, 

dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan 

Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa (Kemendes 2019).  

 
Gambar 15. Skema pengukuran data indeks desa membangun 

Skema pnegukuran data indeks desa membangun telah disusun oleh Kementrian Desa 

(Gambar 15). Pengukuran Data Status Perkembangan Desa ini melibatkan beberapa pihak 

dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kecamatan, Kepala Desa serta 

Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), 

Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) 

dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Penilaian indeks desa membangun berupa nilai yang 

akan dihitung dan dilihat sesuai kriteria status desa yang telah dirumuskan (Kemendes, 2019). 

Klasifikasi status desa dijelaskan pada ambang batas tabel 5 dibawah ini. Saat ini ada dua 

desa yang ada di Pulau Buano yaitu Negeri Buano Utara dan Buano Selatan, keduanya 

berstatus sebagai desa tertinggal (Kemendes, 2019). 

 
Tabel 5. Status desa berdasarkan nilai indeks desa membangun 

Status Desa Indeks Desa Membangun 

Desa sangat tertinggal IDM ≤ 0,4907 
Desa tertinggal 0,4907 < IDM ≤ 0,5989 
Desa berkembang 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 
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Status Desa Indeks Desa Membangun 

Desa maju 0,5989 < IDM ≤ 0,8155 
Desa mandiri IDM > 0,8155 

 

Pada tahun 2018, LPPM melalui survei sosial ekonomi mencatat bahwa jumlah kepala 

keluarga (KK) Pulau Buano sebanyak 2.578 KK. Pulau Buano juga memiliki latar belakang 

penduduk yang berbeda etnis yaitu 71% penduduk asli Pulau Buano, 26% etnis Buton, dan 

sisanya merupakan gabungan dari etnis Seram, Ambon, dan Madura. Meskipun mempunyai 

banyak latar belakang etnis, masyarakat Pulau Buano mempunyai dua mata pencaharian 

utama yaitu sebagai petani dan nelayan. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan 

umumnya menggunakan alat tangkap tradisional sampai dengan alat tangkap modern seperti: 

pancing, panah, jaring, jaring mini purse seine, bubu. Sarana penangkapan yang biasa 

digunakan juga cukup bervariasi seperti: perahu tanpa motor dan perahu motor tempel. 

Dengan menggunakan sarana dan peralatan tersebut diatas, maka beberapa hasil tangkapan 

yang biasa diperoleh adalah jenis ikan pelagis besar (tuna, cakalang), ikan pelagis kecil 

(kembung, momar, layang) ikan kakap, bobara, ikan saku atau julung, baronang, ikan kerapu, 

lobster, gurita, teripang dan sebagainya.  

Penduduk Pulau Buano dikenal dengan keterampilannya dalam membuat kapal kayu, namun 

dalam 10 tahun terakhir jumlah pembuat kapal di Buano semakin berkurang, karena bahan 

baku semakin sedikit dan kehadiran perahu fiber yang mempunyai harga relatif terjangkau. 

Selain itu penduduk Pulau Buano juga mengelola daun kayu putih secara masif, hingga saat 

ini tercatat terdapat kurang lebih 300 unit penyulingan (ketel) minyak kayu putih, jumlah ini 

diprediiksi akan terus bertambah dengan adanya dukungan pemeberdayaan masyarakat 

melalui dana desa (LPPM, 2017). Survey sosial ekonomi pada tahun 2019 menunjukan bahwa 

sebesar 41,4% penduduk negeri Buano utara dan 21% Negeri Buano Selatan belum 

mempunyai pekerjaan (LPPM, 2019). 

 
Gambar 16. Grafik pendapatan dari pemanfaatan pesisir dan laut penduduk Pulau Buano 
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Nelayan Pulau Buano sebagian besar mendapatkan penghasilan dari pemanfaatan laut 

dalam (Gambar 16). Sebanyak 44% dari 238 rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan 

menjual hasil tangkapanya sedangkan 56% lainya untuk dikonsumsi sendiri. Pada grafik 

dibawah ini menunjukan jika 34% responden memiliki pendapatan kurang dari Rp. 500.000,00 

per minggu kemudian sebanyak 33% responden mengaku memiliki jumlah pendapatan Rp. 

500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 setiap minggunya. Responden yang memiliki pendapatan Rp. 

1.000.000,00 – Rp. 2.500.000,00 hanya sebesar 25% dan 9% mengaku memiliki pendapatan 

sebesar diatas Rp. 2.500.000,00 per minggu. Pendapatan tertinggi merupakan responden 

yang mempunyai kapal bobong (mini purse sien) dan rumpon (LPPM, 2018). 

Pulau Buano juga memiliki banyak budaya warisan dan bahkan masih dijalankan sampai 

sekarang seperti bahasa, pengambilan keputusan dan aturan adat. Sejauh ini masyarakat 

Pulau Buano telah teridentifikasi sebagai Masayarakat Hukum Adat (MHA) oleh KKP pada 

tahun 2019. Menurut UU No. 1 tahun 2014, Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok 

orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan 

tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum 

adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kearifan 

lokal biasanya mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial antar 

masyarakat, ritual ibadah, kepercayaan atau mitos-mitos hingga hukum adat (Persada, 2018). 

Dahulu, leluhur sudah berpikir mengenai pemanfaatan berkelanjutan mengingat adanya adat 

sasi dan kewang. Namun seiring berjalannya waktu, adat tersebut sudah mulai luntur. 

Pelestarian adat seperti sasi dan kewang sangat diperlukan di Pulau Buano mengingat masih 

ada beberapa pelanggaran pemanfaatan sumber daya hayati laut yang ada (LPPM, 2018).  

Definisi sasi berasal dari kata “sanksi” yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan 

pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang 

dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi juga dapat diartikan dengan 

larangan untuk mengambil dan merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu 

tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam (Kusumadinata, 2015). Berbeda 

dengan yang lain, penyelenggaraan sasi di Pulau Buano dibawah Negeri (desa), Soa (marga 

tertentu yang memiliki hak ulayat) (LPPM, 2018). Menentang sasi merpakan menantang 

leluhur dan masyarakat percaya hal buruk terjadi jika menentang sasi. Kewang juga dikenal 

sebagai polisi adat bertugas melakukan pengontrolan di wilayah darat dan laut agar 

mencegah masyarakat melakukan pelanggaran sasi dan merusak sumber daya alam. Selain 

itu, kewang juga bertugas untuk mengawasi wilayah permukiman (Persada, 2018). Mereka 

yang ditugaskan sebagai kewang mempunyai fungsi seperti polisi negeri yang memiliki tugas 

dan wewenang untuk menjaga dan mengawasi lingkungan dan wilayah darat dan laut juga 
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wilayah sasi (Etlegar, 2013). Namun berbeda dengan pegawai keamanan pemerintah, 

kewang hanya bisa diangkat dan ditugaskan oleh kepala adat dan adat yang berlaku. 

Biasanya kewang terdiri dari perwakilan masing-masing soa (LPPM Maluku, 2018). 

1.7 Pemanfaatan Perikanan Masyarakat 

Nelayan merupakan salah satu pekerjaan utama masyarakat Pulau Buano. Jenis target 

tangkapan perikanan di Pulau Buano adalah ikan demersal dan pelagis. Pada umumnya 

nelayan Negeri Buano Utara dan Selatan memiliki jenis tangkapan ikan pelagis seperti 

cakalang, tuna, julung-julung dan sako, sedangkan di dusun-dusun lainya adalah ikan 

demersal dan pelagis besar maupun kecil seperti tuna, cakalang, kembung dan selar. 

Masyarakat Buano juga menangkap hasil laut selain ikan seperti lola, kima, teripang untuk di 

konsumsi, WWF-ID (2018). Pada laporan kegiatan Resource Use Monitoring (RUM) dan 

Spawning Aggregation Sites (SPAGs) yang dilakukan CTC pada tahun 2018 dan 2019 

menyebutkan musim penangkapan ikan di Pulau Buano pada umumnya saat musim peralihan 

dari hujan-kemarau dan kemarau-hujan. Hal ini dikarenakan pada saat musim tersebut 

perairan Pulau Buano tenang dan nelayan bisa lebih leluasa untuk mencari ikan. 

Nelayan Pulau Buano sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing dasar. Selain itu 

alat tangkap lain yang juga digunakan adalah pancing tonda, rawai, jaring insang dasar, 

melayang, jaring cincin, panah, dan perangkap. Armada penangkapan nelayan di Pulau 

Buano di dominasi oleh kapal motor tempel katinting yang disajikan pada gambar grafik di 

bawah ini (WWF-ID, 2017). 

 
Gambar 17. Komposisi jenis armada (dalam persen) yang digunakan oleh nelayan Pulau 

Buano. 

Kapal tanpa motor merupakan kapal tanpa menggunakan alat bantu penggerak motor 

misalnya seperti perahu dayung. Kapal motor tempel katinting adalah jenis kapal yang 

menggunakan alat bantu mesin yang seperti mesin penggerak parutan kelapa dan singkong, 

sedangkan kapal motor tempel jhonson adalah kapal dengan alat bantu motor tempel yang 
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lebih canggih dan bisa maju mundur dan biasanya mempunyai kekuatan ≥15 PK. Daerah 

penangkapan nelayan Pulau Buano pada umumnya hanya di sekitar pulau saja kecuali 

nelayan dengan target tangkapan tuna. Mereka bisa menangkap sampai ±12 mil dari Pulau 

Buano (WWF-ID, 2017). 

Nelayan Pulau Buano memanfaatkan hasil tangkapannya untuk dijual, seperti Dusun Pulau 

Kasuari, Dusun Anauni dan Negeri Buano Utara sedangkan wilayah lainya mayoritas tidak 

menjual hasi tangkapanya. Ada pula masyarakat dusun Pulau Buano yang menjual kepada 

pengepul yang nantinya akan dijual ke Ambon (Gambar 18 & 19). Berikut adalah gambar 

rantai pemasaran ikan yang berasal dari perairan Pulau Buano (WWF-ID, 2018): 

 
Gambar 18. Rantai perdagangan ikan tuna yang berasal dari nelayan Pulau Buano 
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Gambar 19. Rantai perdagangan ikan demersal yang berasal dari nelayan Pulau Buano 

1.8 Target Pengelolaan 

Target konservasi, kajian kelayakan, ancaman, strategi dan acuan untuk memantau 

keberhasilan strategi di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya diidentifikasi pada 

Pelatihan dan Lokakarya Merancang Kawasan Konservasi Perairan yang dilakukan di Ambon, 

tanggal 22 - 24 Mei 2018 yang difasilitasi oleh CTC, SEA Project dan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan dengan melibatkan DKP Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Seram bagian Barat, Penyuluh Perikanan, PSDKP, Universitas Pattimura, 

Universitas Darussalam dan LSM (WWF Indonesia, Yayasan Baileo dan LPPM Maluku). 

 

1.8.1. Target Konservasi 

Sesuai dengan paparan kondisi keanekaragaman hayati yang ada di TPK Buano maka 

target Konservasi di Taman Pulau Kecil Pulau Buano terdiri dari: 

1. Ekosistem terumbu karang 

2. Ekosistem mangrove 

3. Ekosistem lamun 

4. Ikan napoleon 
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1.8.2. Kajian Kelayakan Target Konservasi 

Kajian kelayakan target konservasi (Tabel 7) dimulai dengan mengidentifikasi atribut 

ekologis kunci untuk masing-masing target konservasi. Pada dasarnya, atribut ekologis 

utama adalah aspek biologi atau ekologi target yang jika ada, mendefinisikan target yang 

sehat dan jika hilang atau diubah, akan menyebabkan kehilangan langsung atau degradasi 

ekstrim dari target itu dari waktu ke waktu.  

Atribut ekologis kunci dikelompokkan ke dalam tiga kelas: 

1. Ukuran: luasan atau kelimpahan dari target konservasi 

2. Kondisi: komposisi biologis, struktur, dan interaksi biotik yang menjadi ciri target 
konservasi. Contohnya: 

a. Komposisi (misal, asli vs. tidak asli) 

b. Struktur (misal, umur) 

c. Interaksi biotik (misal, reproduksi) 

3. Konteks bentang alam (laut): penilaian terhadap fungsi dan peran target 
konservasi bagi bentang alam yang lebih luas. 

 

Tabel 6. Kajian kelayakan target konservasi di Pulau Buano 
Target 

Konservasi Status Tipe  
Kategori Sumber Kem

ajuan 
1. Ekosistem 
Mangrove 

Sedang 

Ukuran 

Jarang Seda
ng 

Sangat 
Padat   

N/A 

Rata-rata 
tutupan 
Mangrove (%) 

<50% 50-
75% ≥75% 

KepMen 
LH No 201 
tahun 2004 

Pemetaan 
Partisipatif 
tahun 2017 

  76,61
%   

Pemetaan 
Partisipatif 
LPPM 
Maluku, 
2017 

2. Ekosistem 
Terumbu 
Karang 

Sedang 

Rendah Sedang Baik Sangat Baik   

Tutupan 
Terumbu karang 
% 

0-24,9% 25-
49,9% 

50-
74,9
% 

75-100% 
Gomez 
and Yap, 
1988 

Survey T0 
Biofisik di Pulau 
Buano tahun 
2017 

  46,5%     Welly dkk., 
2017 

3. Ekosistem 
Lamun 

Kurang 
Kaya 

Miskin Kurang Kaya Kaya   

Rata-rata 
tutupan Lamun 
(%) 

<29,9% 30-59,9% ≤59,9% 
KepMen 
LH No 200 
tahun 2004 
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Target 
Konservasi Status Tipe  

Kategori Sumber Kem
ajuan 

Survey T0 
Biofisik di Pulau 
Buano tahun 
2017 

  59,1%   Welly dkk., 
2017 

4. Ikan 
napoleon 

Rendah 

Sangat 
rendah Rendah Sed

ang 
Tin
ggi 

Sangat 
tinggi   

Kepadatan ikan 
(ekor/ha) 

0-2 
ekor/ha 

2,1-4 
ekor/ha 

4,1-6 
ekor/
ha 

6,1-
8 

eko
r/ha 

81-10 
ekor/ha 

I.N. Edrus 
& A. 
Suman 
tahun 2013 

Survey T0 
Biofisik di Pulau 
Buano tahun 
2017 

 
 3,5 
ekor/ha       

 Welly 
dkk., 2017 

 

1.8.3. Ancaman Terhadap Target Konservasi 

Pemeringkatan ancaman dilakukan untuk mengetahui tingkat ancaman terhadap target 

konservasi seperti ditampilkan pada tabel (7) berikut. 

 
Tabel 7. Ancaman target konservasi yang ada di Pulau Buano 

Jenis Ancaman Lamun Terumbu 
Karang 

Mangrove Napoleon Peringkat 
Ancaman 

Bahan bakar terbatas   Sedang  Rendah 

Bahan bangunan   Sedang  Rendah 

Kapal melintas Sedang    Sedang 

Pembangunan 
pemukiman 

Sedang  Sedang  Rendah 

Penambangan karang  Tinggi   Sedang 

Pengeboman  Sangat Tinggi  Sangat 
Tinggi 

Tinggi 

Penggunaan bubu tarik  Sangat Tinggi   Tinggi 

Sampah Tinggi    Sedang 

Tangkapan sampingan   Sedang  Rendah 

 

Berdasarkan pemeringkatan ancaman terhadap target konservasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Terumbu karang, ancamannya adalah pengeboman dan penggunaan bubu tarik 

dalam kegiatan penangkapan ikan. Meskipun masyarakat lokal sudah mulai 

meninggalkan kebiasaan ini, namun nelayan dari luar Pulau Buano yang berasal dari 

Pulau Seram dan sekitarnya masih mempraktekkan model penangkapan ikan yang 

tidak ramah lingkungan. 

b. Ekosistem mangrove, terjadinya penebangan kayu mangrove sebagai kebutuhan 

rumah tangga (pondasi rumah), bahan bakar kegiatan masyarakat seperti acara 

nikahan, pesta dll. Jika dibiarkan terus menerus akan sangat merugikan bagi 

ekosistem dan manusia disekitarnya karena mangrove adalah salah satu ekosistem 

penting di wilayah pesisir dan laut. 

c. Ekosistem lamun memiliki ancaman paling besar yaitu sampah. Kesadaran akan 

tidak membuang sampah di laut masih perlu digiatkan di Pulau Buano. Adapun adat 

yang mengharuskan membuang semua pakaian orang yang sudah meninggal 

menyumbang banyak sekali sampah kain di pantai, selain itu ekosistem lamun 

terancam dengan ketidakteraturanya kapal melintas yang seringkali rusak karena 

propeller kapal. 

d. Ikan napoleon memiliki ancaman paling besar adalah pengeboman, praktik 

pengambilan ikan merusak masih terjadi di perairan Pulau Buano hal tersebut 

menjadi dampak yang besar bagi ikan dan terumbu karang. Pada tahun 2019 lalu 

Pokmaswas Hena Puan dari Negeri Buano Utara melaporkan jika masih ada praktik 

pengeboman ikan di Dusun Naiselan. Selain itu ikan napoleon masih menjadi 

tangkapan sampingan nelayan pancing ulur Pulau Buano, sayangnya lagi ikan hasil 

tangkapan sampingan tersebut tidak di lepas lagi ke lautan tapi di jual ataupun untuk 

keperluan makan. 

 

1.8.4. Strategi Untuk Mengurangi Ancaman 

Tiga strategi utama untuk mengurangi ancaman di TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan (capacity 

building). 

b. Pembentukan dan pengaktifan tim patrol bersama serta penegakan hukum 

(law enforcement). 

c. Penyusunan peraturan negeri tentang pengelolaan sumber daya alam 

(regulation). 
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1.8.5. Memantau Keberhasilan 

Strategi untuk mengurangi ancaman bertujuan untuk mengurangi kerusakan terhadap 

target konservasi demi mencapai pengelolaan secara berkelanjutan (Tabel 9). Indikator 

keberhasilan dari pengelolaan target konservasi adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 8. Acuan untuk memantau keberhasilan strategi mengurangi ancaman target 

konservasi di Pulau Buano 

No 
Target 

Konservasi 

Indikator 
Penguku

ran 
Satuan Standar Indikator Sumber 

1 Terumbu 
karang 

Tutupan 
karang % Buruk (0-

24,95) 

Sedan
g (25-
49,9) 

Baik 
(50-
74,9) 

Memuas
kan (75-
100) 

- 
Gomez 
dan Yap, 
1988 

2 Mangrove 

Tutupan 
Ekosistem 
mangrove 

% Jarang 
(<50) 

Sedan
g (≥50-
<75) 

Sangat 
Padat ≥ 
75 

- - 
Kepmen 
LH nomor 
201/2004 

Kerapatan 
pohon 

poho
n/ha 

Jarang 
(<1000) 

Sedan
g 
(≥1000
-
<1500) 

Sangat 
Padat 
(≥1500) 

- - 
Kepmen 
LH nomor 
201/2004 

3 Lamun Tutupan % Miskin (0-
29,9) 

Kurang 
Kaya 
(30-
59,9) 

kaya(59
,9-100) - - 

KepMen 
LH Nomor 
200/2004 

4 Ikan 
napoleon Kepadatan ekor/

ha 

Sangat 
rendah 
(0-2) 

Renda
h (2,1-
4) 

Sedang 
(4,1-6) 

Tinggi 
(6,1-8) 

Sangat 
tinggi 
(8,1-10) 

I.N. Edrus 
& A. 
Suman, 
2013 
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2. PENATAAN ZONASI 

2.1 Zonasi 

Berdasarkan hasil scoring penentuan jenis kawasan dengan menggunakan tools (perangkat) 

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama para pemangku 

kepentingan yang terkait diperoleh hasil bahwa jenis kawasan yang cocok dengan Pulau 

Buano adalah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dengan tipe 

kawasan Taman Pulau Kecil (TPK). Mengacu pada Permen KP 17 tahun 2008 maka sistem 

zonasi yang digunakan di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dibagi menjadi tiga yaitu; 

(1) Zona Inti, (2) Zona Pemanfaatan Terbatas, (3) Zona Lainnya. 

Kegiatan pemanfaatan telah diatur sesuai peruntukan masing-masing zona untuk tujuan 

pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. Pemanfaatan selain kegiatan yang sudah 

tertuang didalam dokumen RPZ ini dapat dilakukan selama dilengkapi dokumen teknis kajian 

lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan tidak dilakukan di zona inti, dapat 

memberikan manfaat kepada masyarakat lokal di Pulau Buano dan juga mendukung strategi 

pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Penataan zonasi TPK Pulau Buano 

dan Perairan Sekitarnya dilakukan berdasarkan karakteristik biologi-ekologi, kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya di dalam kawasan. Rekomendasi hasil penelitian, studi pustaka, rapat 

umum dan pertemuan membahas rencana zonasi di tingkat desa dan soa diperoleh rencana 

zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya sebagai berikut (Gambar 20). 

 
Gambar 20. Peta Rancangan Zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 
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2.1 Potensi 

TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya seluas 31.886,86 hektar terdiri dari 2.561,67 hektar 

(8,03%) zona inti, 1.354,63 hektar (4,25%) subzona pariwisata, 27.852,63 hektar (87,35%) 

subzona perikanan tangkap, 31,57 hektar (0,10%) subzona budidaya, 83,60 hektar (0,26%) 

subzona rehabilitasi, dan 2,78 hektar (0,01%) subzona pelabuhan dari total luas kawasan 

(Tabel 9). Luas zona inti TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya sesuai dengan 

persyaratan yang tercantum pada pasal 9 Permen KP no.30 tahun 2018 yang menyatakan 

bahwa luas zona inti minimal 2% dari total luas kawasan. 

Tabel 9. Luasan dan persentase masing-masing zona dan subzona di wilayah TPK Pulau 
Buano dan Perairan Sekitarnya1. 

Zona dan Subzona Luas (Ha) Persentase Luas (%) 
Zona Inti 2561,67 8,03 
Zona Pemanfaatan Terbatas 

Subzona Pariwisata 1354,63 4,25 

Subzona Perikanan Tangkap 27.852,63 87,35 

Subzona Budidaya 31,57 0,10 
Zona Lainnya 

Subzona Rehabilitasi 83,60 0,26 

Subzona Pelabuhan 2,78 0,01 

TOTAL 31.886,86 100 

Setiap zona dan subzona memiliki potensi habitat penting masing-masing. Sekurang-

kurangnya daerah pemanfaatan non-ekstraktif atau no take zone melindungi 30% habitat 

penting yang berada di dalam kawasan seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove. Di 

dalam TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya terdapat tiga habitat penting yaitu terumbu 

karang, lamun dan mangrove. Daerah pemanfaatan non-ekstraktif (zona inti dan zona 

pemanfaatan) di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya melindungi 118,56 hektar 

(28,68%) terumbu karang, 35,38 hektar (21,95%) lamun, dan 76,28 hektar (83,19%) dari total 

luasan masing-masing ekosistem di dalam kawasan (Tabel 10). 

 

 
1Nilai persentase masing-masing zona diperoleh dari rumus : !!"#$	&#$'()*&#$'()	+,(#	#-#"	$".+,(#-,-#!	!"#$	/#0#$#( " #100%. 
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Tabel 10. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya2. 

Zona dan 
Subzona 

Luas Habitat Penting (ha) Presentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mang-

rove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mang-

rove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Zona Inti* 54,03 0,83 71,09 2435,71 13,07 0,52 77,52 7,80 
Zona Pemanfaatan Terbatas 

Subzona 
Pariwisata* 43,19 29,89 5,16 1276,39 10,45 18,54 5,63 4,09 

Subzona 
Perikanan 
Tangkap 

292,22 125,74 14,96 27419,70 70,69 78,01 16,32 87,83 

Subzona 
Budidaya 2,62 0,07 0,46 28,42 0,63 0,04 0,50 0,09 

Zona Lainya 

Subzona 
Rehabilitasi* 21,10 4,66 0,03 57,80 5,10 2,89 0,04 0,19 

Subzona 
Pelabuhan 0,24 0,00 0,00 2,54 0,06 0,00 0,00 0,01 

Total 413,40 161,19 91,71 31220,56 100,00 100,00 100,00 100,00 
*no take zone atau daerah pemanfaatan non-esktraktif 

 

2.2.1. Zona Inti 

Zona inti TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya memiliki luas sebesar 2.561,67 hektar 

atau ± 8,03% dari total luas TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Zona ini merupakan 

zona yang mempunyai nilai konservasi tinggi, sangat rentan dan tidak diizinkan melakukan 

kegiatan apapun kecuali untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, 

penelitian dan pendidikan. Zona inti di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya memiliki 

target pengelolaan perlindungan ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan 

ekosisten lamun.  

Lima zona inti yang diusulkan dalam kawasan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

sudah memiliki kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Masing-masing zona inti memiliki 

keterwakilan dari tiga ekosistem penting, walaupun ketiganya tidak selalu ditemukan dalam 

satu zona yang sama. 

 
2Persentase terumbu karang, lamun, mangrove dan perikanan pelagis dan demersal diperoleh dari 
masing-masing total luas habitat penting di dalam kawasan. Misalkan, persentase terumbu karang di 
zona inti diperoleh dengan rumus : ( 12343	5672892	:373;<	=>	?@;3	>;5>

5@53A	A234	5672892	:373;<	=>	:3B343;)#100%. 
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Gambar 21. Zona Inti 1, Tanjung Hatualang pada TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

Zona inti 1 atau dengan nama wilayah Tanjung Hatualang mempunyai luas sebesar 458,17 

hektar atau setara dengan 1,44% dari total luas kawasan disajikan pada gambar 21 diatas. 

Zona Inti 1 terletak di sebelah barat daya pulau buano, memiliki potensi untuk tempat ikan 

memijah berdasarkah Survei Spawning Aggregation Sites (SPAGs) pada tahun 2018 yang 

dilakukan CTC. Selain itu, masyarakat percaya bahwa di tempat tersebut 

berbahaya/larangan/pamali meskipun tidak di seluruh wilayah. Masyarakat menyebutnya 

larangan karena ada beberapa faktor seperti; peninggalan adat, memiliki arus yang kuat, 

gelombang yang tinggi dan banyak terjadi kecelakaan di daerah tersebut. 
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Gambar 22. Zona Inti 2 dan 3, Nusa Esuna dan Nusa Mananuth pada TPK Pulau Buano 

dan Perairan Sekitarnya. 

Zona inti 2 dan 3 mempunyai nama likaso Nusa Esuna dan Nusa Mananauth (Gambar 22). 

Meskipun zona inti ini hanya memiliki satu jenis ekosistem yaitu terumbu karang, 

pengalokasian zona ini merupakan inisiasi dari masyarakat yang sadar akan konsep 

pelestarian dan memutuskan untuk melindungi dua tempat tersebut. Selain itu juga memiliki 

kondisi perairan yang masih bagus berdasarkan survei SPAGs tahun 2019 yang dilakukan 

oleh CTC. Dua zona ini merupakan sarang bagi burung laut yang sering kali terlihat untuk 

mencari makan disekitar lokasi. Memiliki luas wilayah masing-masing sebesar 19,6 dan 8,34 

hektar atau masing-masing sebesar 0,06 dan 0,03% dari total luas kawasan. 
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Gambar 23. Zona Inti 4, Hahusaenai pada TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

Zona inti 4 mempunyai nama lokasi Hahusaenai (Gambar 23) diperuntukan sebagai 

perlindungan ekosistem mangrove. Lokasi kawasan ini memiliki karakteristik mangrove yang 

rimbun, rapat dan tebal sepanjang tepian pesisir. Dalam beberapa kali survey RUM dan 

SPAGs masih ditemukan penenbangan kayu mangrove untuk dijual sehingga perlu untuk 

dijaga dan dilindungi. Memiliki luas wilayah sebesar 253,26 hektar atau mempunyai luas 

0,79% dari total luas kawasan. 
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Gambar 24. Zona Inti 5, Tanjung Pamali pada TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

Zona Inti 5 mempunyai nama lokasi Tanjung Pamali (Gambar 24) merupakan zona inti paling 

luas yang dialokasikan pada TPK Pulau Buano dan Perairan Skitarnya. Zona ini terletak di 

sebelah timur laut Pulau Buano. Mempunyai ekosistem terumbu karang dan lamun, zona ini 

memiliki karakteristik dan peruntukan yang sama dengan zona Inti 1 (Tanjung Hatualang). 

Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi zona inti TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya secara rinci disajikan pada tabel 11, dan tabel 12. 

 

Tabel 11. Lokasi dan luasan zona inti TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dan perairan 

sekitarnya 

ID Lokasi 
Wilayah Administrasi ID Point 

(Lampiran 2) 
Luasan 

(ha) Potensi 
Kecamatan Negeri 

1 Tanjung 
Hatualang 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Selatan 

25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32 458,17 

Tempat pemijahan 
ikan, keramat, 
ekosistem 
terumbu karang. 

2 Nusa 
Esuna 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 33, 34, 35, 36 19,06 

Tempat tinggal 
burung laut, 
ekosistem 
terumbu karang. 
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3 
Nusa 
Mananaut
h 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 37, 38, 39, 40 8,34 

Tempat tinggal 
burung laut, 
ekosistem 
terumbu karang. 

4 Hahusaen
ai 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 

19, 20, 21, 22, 
23, 24 253,26 

Perlindungan 
ekosistem 
mangrove. 

5 Tanjung 
Pamali 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 

41, 42, 43, 44, 
45 1.822,83 

Tempat pemijahan 
ikan, keramat, 
ekosistem 
terumbu karang 
dan lamun. 

 

Tabel 12. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah zona inti TPK Pulau Buano dan 

Perairan Sekitarnya3. 

ID 

Luas Habitat Penting (ha) Presentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mang-

rove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mang-

rove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

1 36,83 0,00 0,00 421,35 8,91 0,00 0,00 1,35 
2 3,56 0,00 0,00 15,51 0,86 0,00 0,00 0,05 
3 3,14 0,00 0,00 5,20 0,76 0,00 0,00 0,02 
4 0,00 0,00 71,09 182,16 0,00 0,00 77,52 0,58 
5 10,51 0,83 0,00 1811,49 2,54 0,52 0,00 5,80 

Total 54,03 0,83 71,09 2435,71 13,07 0,52 77,52 7,80 

 

2.2.2. Zona Pemanfaatan Terbatas 

Zona pemanfaatan terbatas memiliki luas sebesar 29.238,82 hektar atau 91,70 % dari luas 

kawasan. Pemanfaatan terbatas merupakan zona penyangga proses-proses ekologis yang 

ada di dalam TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya diperuntukan sebagai ruang 

pemanfaatan yang tetap mengedepankan upaya perlindungan habitat, populasi sumber daya 

ikan dan mengutamakan proses pemanfaatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

Zona pemanfaatan di bagi menjadi tiga sub zona yaitu: a) Subzona periwisata, b) Subzona 

perikanan tangkap, dan c) Subzona budidaya. 

  

 

 
3 Persentase terumbu karang, lamun, dan perikanan pelagis dan demersal masing-masing zona inti 
diperoleh dari masing-masing total luas ekosistem masing-masing di dalam kawasan. Misalkan, 
persentase terumbu karang di zona inti 1 diperoleh dengan rumus : 
( 12343	5672892	:373;<	=>	?@;3	>;5>	C
5@53A	A234	5672892	:373;<	=>	:3B343;)#100%. 
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1. Subzona Pariwisata 

Subzona Pariwisata TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya memiliki luas sebesar 

1.354,63 Ha atau ± 4,25% dari total luas TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Subzona 

pariwisata memiliki karakteristik keindahan alam, keindahan bawah air dan keindahan pantai 

yang diperuntukkan bagi wisatawan dalam melakukan kegiatan komersial non-perikanan 

seperti: olah raga air, wisata bahari, turtle watching, penelitian, pengembangan wisata dan 

pendidikan. Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi subzona pariwisata secara rinci 

disajikan pada tabel 13 dan tabel 14.  

 

Tabel 13. Luasan setiap lokasi pada subzona pariwisata TPK Pulau Buano dan Perairan 
Sekitarnya. 

ID Lokasi Wilayah Administrasi ID Point 
(Lampiran 2) 

Luasan 
(Ha) Potensi 

Kecamatan Negeri 

6 Alapau Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 46, 47, 48, 49 20,57 Wisata 

mangrove 

7 Sekaru 
Panjang 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 50, 51, 52, 53 272,51 Wisata selam 

(diving) 

8 Naiselan Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 54, 55, 56, 57 484,73 

Wisata pantai, 
Selam (diving), 
wisata 
mangrove 

9 Labuan 
Sinohi 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Selatan 

58, 59, 60, 
61, 62 576,81 

selam 
permukaan 
(snorkeling), 
selam (diving) 

 
 
 

Tabel 14. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah subzona pariwisata TPK Pulau 
Buano dan Perairan Sekitarnya. 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

6 0,00 3,75 2,41 14,41 0,00 0,55 9,30 0,05 

7 100,46 14,07 0,00 157,98 7,17 2,06 0,00 0,53 

8 12,98 20,41 0,00 451,34 0,93 3,00 0,00 1,52 

9 93,59 151,63 5,44 326,14 6,68 22,26 20,99 1,10 
TOTAL 207,04 189,87 7,85 949,87 14,78 27,87 30,29 3,20 
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Gambar 25. Subzona Pariwisata 6 dan 7 TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

Subzona Pariwisata 6 dan 7 mempunyai luas masing-masing 20,57 dan272,51 hektar. Seperti 

pada penjelasan tabel 13 diatas, lokasi ini mempunyai nama Alapau dan Sekaru Panjang 

yang terletak di sebelah barat laut Pulau Buano. Subzona Pariwisata 6 (Gambar 25) memiliki 

potensi sebagai pemanfaatan wisata mangrove dengan karakteristik mangrove ditepian karst 

yang menyerupai bukit, lokasi ini cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata untuk 

menikmati matahari terbenam jika sore hari menjelang malam. Lokasi ini dicanangkan atas 

inisiasi masyarakat melipat peluang dan potensi yang dimiliki. Sedangkan pada Subzona 

Pariwisata 7 merupakan salah satu titik penyelaman di Pulau Buano, sekaru yang berbentuk 

memanjang menyajikan keindahan terumbu karang dan ikan untuk bisa dinikmati. 
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Gambar 26.Subzona Pariwisata 8 pada TPK Pulau Buano dan Sekitarnya. 

Subzona Pariwisata 8 terletak disebalah utara Pulau Buano dekat dengan Dusun Naiselan 

(Gambar 26). Lokasi ini mempunyai potensi sebagai lokasi penyelaman maupun snorkeling 

dengan tipe terumbu karang slope pada kedalaman 1-5 meter. Selain itu memiliki tipe terumbu 

karang dinding yang menyuguhkan keindahan bawah laut khas drop off. Survey CTC pernah 

beberapa kali melakukan penyelaman pada lokasi ini, biota yang sering muncul pada lokasi 

ini adalah ikan Napoleon, kakatua besar dan beberapa biota kecil seperti nudibranch dan ikan 

batu. Masyarakat juga sangat mendukung jika lokasi ini dialokasikan sebagai Subzona 

Pariwisata karena mereka juga ingin mengembangkan daerah tersebut. 
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Gambar 27. Subzona pariwisata 9 TPK Pulau Buan dan perairan sekitarnya 

Labuan Sinohi merupakan nama lokasi dari subzona pariwisata 9 yang terletak di sebelah 

selatan Pulau Buano (Gambar 27). Lokasi ini memiliki potensi sebagai tempat penyelaman 

dan snorkeling. Di beberapa titik juga terdapat mangrove yang mengarah ke dalam pulau dan 

dapat dimanfaatkan sebagai wisata edukasi mangrove. Kapal-kapal wisata juga beberapa kali 

terlihat berlabuh dan melakukan penyelaman di sejumlah titik di Pulau Buano, berdasarkan 

informasi dari masyarakat kapal-kapal tersebut singgah di Pulau Buano dengan tujuan akhir 

dari dan ke Kepulauan Raja Ampat ataupun Kepulauan Banda, mereka biasanya 

menggunakan Kota Ambon sebagai titik awal dan akhir perjalanan. 

 

2. Subzona Perikanan Tangkap 

Subzona Perikanan Tangkap di dalam TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya merupakan 

zona yang memiliki nilai konservasi tetapi dapat bertoleransi untuk tujuan pemanfaatan 

perikanan berkelanjutan. Subzona Perikanan Tangkap ini dimaksudkan juga untuk berbagai 

aktivitas yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, dan penangkapan ikan oleh nelayan 

kecil dengan membawa kapal maksimum adalah 10 GT. Peruntukan masing-masing subzona 

perikanan berkelanjutan diarahkan untuk; (1) perlindungan habitat dan populasi sumber daya 

ikan, (2) penangkapan ikan dengan alat dan cara ramah lingkungan, (3) budidaya perikanan 
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ramah lingkungan, (4) penelitian dan pengembangan, dan (5) pendidikan. Batas wilayah, 

koordinat batas, luas dan potensi Subzona perikanan berkelanjutan secara rinci disajikan 

pada tabel 15 dan tabel 16. 

 
Tabel 15. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah subzona perikanan tangkap TPK 

Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya  

ID 

Luas Habitat Penting (ha) Persentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

10 292,22 125,74 14,96 27419,70 70,69 78,01 16,32 87,83 

 

 
Tabel 16. Luasan setiap lokasi pada subzona perikanan tangkap TPK Pulau Buano dan 

Perairan Sekitarnya. 

ID Lokasi Wilayah Administrasi ID Point 
(Lampiran 2) 

Luasan 
(Ha) Potensi 

Kecamatan Negeri 

10 Pulau 
Buano 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara dan 
Selatan 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

27852,63 

Cakalang, 
Tongkol, Layang, 
Selar, Kembung, 
Julung-Julung, 
Sako, Kerapu, 
Kuwe, Kakap, 
Kakap Merah, 
Lalosi, Ikan Dasar 

 

3. Subzona Budidaya 

Subzona budidaya TPK Pulau Buano dan sekitarnya berlokasi di Usiauni, mempunyai ID 11 

dan 12 (Gambar 28) dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk 

melakukan aktivitas budidaya yang ramah lingkungan. TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya memiliki potensi untuk kegiatan budidaya seperti rumput laut, ikan bubara, kakap 

dan kerapu serta untuk bagan apung karena kondisi perairan yang semi tertutup seperti teluk. 

Masyarakat Pulau Buano pernah mencoba melakukan kegiatan budidaya rumput laut yang 

hasilnya cukup bagus namun karena kendala tidak adanya pasar mereka memutuskan untuk 

tidak melakukannya lagi. Pada subzona budidaya yang diusulkan oleh masyarakat tengah 

berlangsung kegiatan pembesaran ikan kuwe dan lobster bambu yang dikelola oleh 

perorangan. Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi subzona budidaya secara rinci 

disajikan pada  tabel 17 dan tabel 18. 
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Gambar 28. Subzona budidaya 11 dan 12 TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

 

Tabel 17. Luasan setiap lokasi pada subzona budidaya TPK Pulau Buano dan Perairan 
Sekitarnya. 

ID Lokasi Wilayah Administrasi ID Point 
(Lampiran 2) 

Luasan 
(Ha) Potensi 

Kecamatan Negeri 

11 Selat 
Valentine 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 59, 60, 61 18,59 Rumput laut, bubara, 

kakap, kerapu 

12 Selat 
Valentine 

Huamual 
Belakang 

Buano 
Utara 62, 63, 64, 65 12,97 Rumput laut, bubara, 

kakap, kerapu 
 
 
Tabel 18. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah subzona budidaya TPK Pulau 

Buano dan Perairan Sekitarnya  

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

11 0,00 5,59 0,00 13,00 0,00 0,82 0,00 0,04 
12 0,00 2,04 0,00 10,93 0,00 0,30 0,00 0,04 

TOTAL 0,00 7,63 0,00 23,93 0,00 1,12 0,00 0,08 
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2.2.3. Zona Lainnya 

Zona lainnya dalam TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dibagi menjadi 2 (dua) 

subzona yaitu subzona rehabilitasi dan subzona pelabuhan. Zona lainnya merupakan zona 

diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan 

sebagai zona tertentu seperti zona rehabilitasi. Zona lainya memiliki luas 86,37 hektar atau 

0,27% dari luasan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

 

1. Subzona Rehabilitasi 

Subzona rehabilitasi berada di dua lokasi yang mengalami kerusakan akibat perbuatan 

manusia maupun secara alami. Kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan dijadikan 

sebagai subzona rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan kembali ekosistem terumbu 

karang, begitu pula dapat dijadikan sebagai tempat rehabilitasi mangrove. Batas wilayah, 

koordinat batas, luas dan sub zona rehabilitasi secara rinci disajikan pada tabel 19 dan tabel 

20. 

 

Tabel 19. Luasan setiap lokasi pada subzona rehabilitasi TPK Pulau Buano dan Perairan 
Sekitarnya. 

ID Lokasi Wilayah Administrasi ID Point 
(Lampiran 2) Luasan (Ha) 

Kecamatan Negeri 

13 Anauni Huamual Belakang Buano 
Utara 63, 64, 65 45,79 

14 Dusun 
Huaroa Huamual Belakang Buano 

Selatan 66, 67, 68, 69 37,81 

 

Tabel 20. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah subzona rehabilitasi TPK Pulau 
Buano dan Perairan Sekitarnya  

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

13 2,39 0,00 0,00 16,20 0,58 0,00 0,00 0,05 

14 0,22 0,07 0,46 26,63 0,05 0,04 0,50 0,04 

TOTAL 2,62 0,07 0,46 28,42 0,63 0,04 0,50 0,09 

 

Subzona rehabilitasi dipilih berdasarkan pertimbangan dari survey dasar CTC dan mitra pada 

tahun 2017. Jika dilihat pada gambar 8 memperlihatkan jika beberapa titik dekat di sebelah 

barat Pulau Buano memiliki tutupan terumbu berkisar antara buruk hingga sedang sehingga 

pemilihan subzona rehabilitasi nomor 13 didasarkan karena hasil pengamatan tutupan yang 

buruk. Sedangkan pemilihan subzona nomor 14 karena masyarakat melihat jika pada wilayah 
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tersebut perlu adanya kegiatan rehabilitasi karang dan mangrove. Lokasi subzone nomor 13 

berada di sebelah barat pulau sedangkan nomor 14 berada di sebelah selatan pulau (Gambar 

29, 30). 

 
Gambar 29.Subzona rehabilitasi (ID 13) TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

 

Gambar 30. Subzona rehabilitasi (ID 14) TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 
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2. Subzona pelabuhan 

 
Gambar 31. Subzona pelabuhan (ID 15) TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

Subzona pelabuhan (gambar 31) didalam TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

bertujuan untuk mengakomodir pelabuhan-pelabuhan negeri yang saat ini sudah berada 

didalam kawasan. Wilayah-wilayah sekitar pelabuhan juga berfungsi sebagai wilayah yang 

mengakomodir tambat perahu milik nelayan tradisional. Kegiatan penangkapan di subzona 

pelabuhan akan dibatasi. Sehingga, tak hanya zona inti dan zona pemanfaatan di TPK Pulau 

Buano dan Perairan Sekitarnya yang melindungi habitat penting, namun subzona pelabuhan 

ini juga dapat memberikan manfaat lebih terhadap perlindungan habitat penting bagi populasi 

ikan dan sebagai perlindungan kepada ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove 

dan lamun. Batas wilayah, koordinat batas, luas dan sub zona rehabilitasi secara rinci 

disajikan pada tabel 21 dan tabel 22. 

 

Tabel 21. Luasan setiap lokasi pada subzona pelabuhan TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya. 

ID Lokasi Wilayah Administrasi ID Point 
(Lampiran 2) Luasan (Ha) 

Kecamatan Negeri 

15 Buano Selatan Huamual Belakang Buano 
Selatan 79, 80, 81, 82 2,78 
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Tabel 22. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah subzona pelabuhan TPK Pulau 
Buano dan Perairan Sekitarnya  

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Habitat Penting (%) 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

Terumbu 
Karang Lamun Mangrove 

Perikanan 
Pelagis 

dan 
Demersal 

15 0,24 0,00 0,00 2,54 0,06 0,00 0,00 0,01 
 

2.2 Aturan di Dalam Zona 

Peruntukan masing-masing zona berbeda sehingga kegiatan yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan diatur dan disesuaikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya 

laut. Semua kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap zona merujuk 

kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 tahun 2008. Aktivitas pembangunan 

tidak diperkenankan apabila dilakukan di zona inti, sedangkan di zona lainnya diperlukan ijin 

pemanfaatan serta kajian tentang daya dukung dan dampak lingkungan. Detail kegiatan yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan untuk setiap zona dapat dilihat pada lampiran 3. Kegiatan 

pemanfaatan yang belum tertuang dalam lampiran 3 dapat dilakukan dengan syarat 

mengajukan permohonan izin ke pengelola kawasan dan dilengkapi dokumen teknis kajian 

lingkungan dan sumber daya. 
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3. RENCANA PENGELOLAAN 

3.1 Unit Pengelola 

Pengelolaan Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Buano dilakukan oleh Cabang Dinas Kelautan 

dan Perikanan Gugus Pulau II sebagai unit organisasi pengelola dan perpanjangan tangan 

dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan 

Gugus Pulau II ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Maluku No. 61 Tahun 2018. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau II akan 

melaksanakan semua kegiatan yang tercantum pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi 

(RPZ) ini, dalam rangka mencapai pengelolaan yang efektif dan berkeadilan. 

3.2 Visi dan Misi 

Strategi pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya meliputi berbagai aspek 

pengelolaan yang dibangun untuk pencapaian visi kawasan, yaitu: ‘Terwujudnya 

pengelolaan ekosistem  dan sumber daya hayati laut yang berkelanjutan untuk 

masyarakat yang sejahtera’. 

Misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga ekosistem darat dan peisir untuk terumbu ekosistem terumbu karang 
yang sehat sebagai nilai ekonomi bagi masyarakat. 

2. Melestarikan ekosistem, habitat, serta sumber daya hayati laut untuk 
keberlanjutan. 

3. Meningkatkan kapasitas pengelola TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 
untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang optimal dan efisien. 

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan 
potensi kelautan, perikanan secara efektif dan efisien.  

5. Meningkatkan hubungan dan kerjasaman antar pemangku kepentingan guna 
pengawasan serta perlindungan sumber daya hayati laut. 

6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan 
bertanggung jawab. 

3.3 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan 

3.4.1. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya adalah sebagai berikut 

1. Tujuan Sumber Daya Hayati 

a. Meningkatnya perlindungan dan pelestarian ekosistem, habitat, keanekaragaman 
hayati, spesies dan sumber daya abiotik penting. 

b. Meningkatnya produktivitas kelautan. 

2. Tujuan Sosial Ekonomi 
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a. Optimalnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas. 

b. Meningkatnya jenis mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan melalui 
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan. 

3. Tujuan Tata Kelola 

a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumberdaya hayati laut melalui kemitraan 
dan kolaborasi 

b. Meningkatnya wawasan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan konservasi perairan 

c. Meningkatnya sistem pengelolaan kawasan berbasis kearifan lokal 

d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsinya untuk 
pemberdayaan dan pengelolaan berbasis masyarakat 

 

3.4.2. Sasaran Pengelolaan 

Sasaran pengelolaan dan zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya adalah 

sebagai acuan bagi pengelola untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, 

pemulihan, pemanfaatan sumber daya terhadap target pengelolaan kawasan konservasi. 

Adapun sasaran secara terperinci; 

1. Sasaran Sumber Daya Hayati 

a. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak KKP ditetapkan, presentase tutupan karang 
keras hidup sama dengan data dasar tahun 2017. 

b. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak KKP ditetapkan, tutupan mangrove meningkat 
sebesar 10% dari data pemetaan partisipatif LPPM Maluku Tahun 2017. 

c. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak KKP ditetapkan, presentase luasan lamun 
meningkat sebesar 5% dari data dasar tahun 2017. 

2. Sasaran Sosial Ekonomi Budaya 

a. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak KKP ditetapkan, terjadi perubahan status Index 
Negeri Membangun (IDM) dari tingkat tertinggal menjadi tingkat berkembang. 

b. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak KKP ditetapkan, jumlah penduduk Negeri 
Buano Utara dan Selatan yang belum bekerja menurun sebesar 10% dari survey 
sosial ekonomi yang dilakukan pada tahun 2019. 

3. Sasaran Tata Kelola 

a. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak KKP ditetapkan, status EKKP3K di TPK Pulau 

Buano dan Perairan Sekitarnya menjadi emas. 

b. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak ditetapkan menjadi KKP, kearifan lokal sudah 
terintegrasi dan terimplementasi dengan pengelolaan kawasan. 
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c. Dalam kurun dua tahun sejak KKP ditetapkan, staf pengelola TPK Pulau Buano 

dan Perairan Sekitarnya dan perairan sekitarnya memenuhi standar administrasi 

modern (SOP KKP3K). 

3.4 Strategi Pengelolaan 

Pelaksanaan strategi pengelolaan untuk mencapai efektivitas pengelolaan di Taman Pulau 

Kecil Pulau Buano mencakup berbagai aspek yang dikelola melalui pendekatan secara 

kolaboratif antara Pengelola Kawasan (Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau 

II, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, LSM dan 

juga masyarakat lokal. Pengelolaan melalui pendekatan kolaboratif yang disebutkan diatas 

akan dijabarkan dalam tiga strategi utama dalam mengelola TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya yaitu: a) Strategi Penguatan Kelembagaan, b). Strategi Penguatan Pengelolaan 

SDA, c). Strategi Penguatan Pengelolaan Sosekbud.  

Program pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya yang dibagi ke dalam tiga 

strategi yang telah disebutkan di atas diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun 

berdasarkan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk 

rencana kegiatan tahunan dan anggaran yang perlu disusun satu tahun sekali. Rencana Kerja 

Tahunan ini ditetapkan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola, yang mana saat ini di 

Provinsi Maluku jabatan tersebut melekat di Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan 

Gugus Pulau II. Di dalam dokumen ini terdapat 3 (tiga) strategi penguatan, 21 (dua puluh satu) 

program dan 97 (sembilan puluh tujuh) arahan kegiatan sebagai bagian dari rencana 

pengelolaan Taman Pulau Kecil Pulau Buano selama 20 tahun kedepan. Agar dapat 

melaksanakan rencana kegiatan tersebut demi mencapai tujuan pengelolaan, baik dari 

sumber daya dan sosekbud, maka perlu penataan kelembagaan dengan sumber daya 

manusia yang memadai beserta dengan sumber pendanaan selain APBD dan APBN. 

Skenario pengelolaan dan pelayanan minimum perlu disusun setiap tahun kedalam rencana 

kerja tahunan. Arahan rencana kerja harus berdasarkan kepada strategi, program dan 

kegiatan tersebut disampaikan pada sub-bab selanjutnya.  

3.4.1. Penguatan Kelembagaan 

Strategi penguatan kelembagaan akan dilaksanakan melalui beberapa program antara 

lain: 

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Disamping kuantitas diperlukan juga kualitas sumber daya manusia yang sesuai dan 

mampu melakukan pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dengan 
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optimal dan mandiri. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat 

dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti: 

a. Pelatihan 

b. Magang  

c. Pendampingan  

d. Studi banding 

e. Dan lainnya 

2. Penatakelolaan Kelembagaan 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, pengelolaan TPK Pulau Buano 

dan Perairan Sekitarnya dilakukan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus 

Pulau II, Provinsi Maluku. Lembaga pengelola dirancang untuk dapat mencapai tujuan 

pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya yang efektif dan mandiri. 

Lembaga pengelola bersifat adaptif dalam mengatasi ancaman dan menjamin 

keberlanjutan sumberdaya alam. 

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 

Dalam pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dibutuhkan sarana dan 

prasarana untuk memudahkan pengelolaan. Mengingat jarak antar pulau dan jarak 

dengan ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat dan Provinsi Maluku, maka sejumlah 

sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan perlu dibangun. Program 

pembangunan dan penggunaan infrastruktur TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya harus mempertimbangkan efektifitasnya dan disesuaikan dengan rencana 

zonasi dan rencana pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya.   

4. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan 

Program administrasi di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dengan sasaran 

pada tahun 2022 pengelolaan administrasi TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

dilakukan oleh staf pengelola yang memenuhi standar administrasi modern (SOP 

KKP3K).  Program administrasi termasuk: 

a. Penyusunan organisasi pengelola yang modern 

b. Penyusunan dokumen SOP pengelolaan 

c. Rekrutmen staf pengelola 

d. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola 

e. Mendukung administrasi terkait pengelolaan target konservasi, termasuk: 
promosi dan pemasaran, pembenahan infrastruktur, dll. 

5. Pengembangan Organisasi atau Kelembagaan Masyarakat 
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Pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dilakukan dengan melibatkan 

kelompok/organisasi masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat 

yang terkait. Pengelola TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya mendukung 

pengembangan kelompok/organisasi masyarakat seperti lembaga adat yang dapat 

bersinergi dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sehingga dapat 

secara efektif membantu mengawasi dan melaporkan kegiatan pelanggaran yang 

terjadi di dalam kawasan. 

6. Kemitraan 

Program kemitraan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dilakukan melalui kerja 

sama dengan penegak hukum, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga 

swadaya masyarakat, lembaga adat, masyarakat atau kelompok masyarakat, dan 

pengusaha atau sektor swasta. Kemitraan dapat dilakukan dalam bidang 

pengawasan, perlindungan, penelitian, pendidikan, dan pemanfaatan berkelanjutan. 

Kemitraan dapat diwujudkan dengan pakta integritas, perjanjian kerjasama, nota 

kesepahaman, program bersama, dan lain-lain. 

7. Pembentukan Jejaring Kawasan 

Jejaring dengan Kawasan Konservasi Perairan lain perlu dibentuk dan dikembangkan 

karena secara ekologi, ekonomi dan sosial-budaya TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya berkaitan erat dengan kawasan konservasi lainnya di Maluku dan Maluku 

Utara. Secara biofisik dapat dilihat adanya hubungan arus laut yang dapat 

menyebabkan penyebaran larva ikan antar kawasan. Biota penting seperti paus dan 

penyu juga terkait antar kawasan. Dari sisi sosial budaya dapat dilihat bahwa 

penduduk yang tinggal di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya memiliki adat 

istiadat yang kuat dan terkait dengan wilayah lain. TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang hampir sama dengan 

kawasan lain yaitu adanya penangkapan berlebih, merusak dan ilegal sehingga perlu 

dibangun sebuah Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. 

8. Pengembangan Sistem Pendanaan berkelanjutan 

Dalam 5 tahun pertama, pendanaan kegiatan pengelolaan TPK Pulau Buano dan 

Perairan Sekitarnya dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas 

Kelautan dan Perikanan dan akan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi Maluku. Kegiatan pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

juga dapat didanai dari sumber dana lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan 

dengan peraturan. Dalam jangka penjang perlu dibuat strategi pendanaan mandiri 
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sehingga jasa-jasa lingkungan di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya mampu 

mendanai kebutuhan pengelolaan rutin secara mandiri. 

 

3.4.2. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan 

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya alam akan dilaksanakan melalui beberapa 

program antara lain: 

1. Perlindungan Habitat dan Perlindungan Ikan 

Program perlindungan habitat dan populasi ikan ditujukan untuk memastikan semua 

habitat dan lokasi penting untuk perikanan sepeti lokasi pemijahan, pengasuhan dan 

jalur migrasi dapat terlindungi sehingga dapat menjamin keberlangsungan perikanan 

di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Perlu dikembangkan aturan perikanan 

yang dapat mengurangi dan menghilangkan pemanfaatan perikanan secara 

berlebihan, merusak dan ilegal. 

2. Rehabilitasi Habitat dan Ekosistem Terumbu Karang 

Rehabilitasi habitat ditujukan untuk memperbaiki, melindungi dan menjaga sinergitas 

antara ekosistem darat, pesisir dan laut sebagai nilai ekonomi bagi masyarakat. Perlu 

disusun rencana dan strategi pengelolaan yang spesifik untuk memulihkan 

sumberdaya ikan dan jenis invertebrata yang telah menurun populasinya. Habitat 

penting yang telah rusak dan tidak dapat pulih secara alami perlu dilakukan usaha-

usaha rehabilitasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

3. Penelitian dan Pengembangan 

Program kegiatan penelitian ditujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang masyarakat, budaya, habitat dan ekosistem, serta membantu meningkatkan 

pengelolaan sumberdaya laut di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Penelitian 

yang dilakukan harus memperhatikan budaya setempat dan tidak menyebabkan 

dampak yang merusak bagi masyarakat lokal atau ekosistem yang menyokongnya. 

Program monitoring dilakukan secara berkala terhadap target konservasi dan atau 

terhadap ancaman langsungnya sehingga pelaksanaan strategi pengelolaan dan 

kegiatan-kegiatan pengelolaan dapat dilakukan secara efektif mencapai tujuan dan 

sasaran dari masing-masing aktifitas pengelolaan. 

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Program pemanfaatan sumber daya ikan di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian sumberdaya ikan dan daya dukung 

perikanan. Keberadaan lokasi penting bagi perikanan seperti lokasi pemijahan dan 
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pengasuhan ikan perlu dijaga kelestariannya untuk menjamin keberlanjutan perikanan 

di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Pengembangan perikanan lebih 

ditujukan untuk perikanan skala kecil oleh masyarakat lokal, sedangkan perikanan 

skala besar lebih difokuskan kepada perikanan pelagis. Penggunaan alat dan lokasi 

tangkap perlu diatur untuk menjamin keberlangsungan sumber daya perikanan. 

5. Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan 

Pengembangan pariwisata alam dan jasa lingkungan difokuskan pariwisata yang 

ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan wisata bahari dan wisata 

sejarah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi wisata dan keterlibatan 

masyarakat lokal di seluruh TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. 

6. Pengawasan dan Pengendalian 

Program pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam perlu 

dilakukan dengan kerjasama dengan semua pihak terkait termasuk lembaga adat dan 

kelompok masyarakat pengawas. Program pengawasan dan pengendalian ditujukan 

untuk memastikan rencana pengelolaan dan zonasi TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.  

3.4.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Strategi penguatan pengelolaan sosekbud akan dilaksanakan melalu program antara 

lain: 

1. Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pengembangan sosial ekonomi masyarakat di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

dapat dilakukan melalui: 

a. Pengembangan jasa atau paket ekowisata 

b. Pengembangan perikanan yang berkelanjutan 

c. Pengembangan pengolahan produk hasil perikanan 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dilakukan secara 

kolaboratif dengan melibatkan mitra terkait, seperti kelompok masyarakat dan/atau 

masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian 

maupun perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan mandat pelibatan masyarakat yang 

diatur melalui PP No. 60 Tahun 2007. Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga adat 

yang sudah ada menjadi prioritas utama dalam menjalankan setiap program kegatan 

pengelolaan di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Kearifan lokal dan praktek-
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praktek pengelolaan sumberdaya alam dan budaya yang sudah ada di masyarakat 

menjadi pertimbangan utama untuk dapat diintegrasikan dengan setiap kegiatan 

pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya. Perguruan tinggi dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi mitra utama dalam bidang penelitian, 

pemantauan, peningkatan kapasitas masyarakat di TPK Pulau Buano dan Perairan 

Sekitarnya. 

3. Pelestarian Adat dan Budaya 

Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan: 

a. Penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan terkait Pokmaswas, 

pariwisata berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, administrasi dan 

pembukuan, penguatan lembaga adat dalam mengelola sumber daya dan 

lainnya. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

4. Komunikasi dan Penjangkauan Masyarakat 

Program komunikasi dan penjangkauan masyarakat dilakukan untuk 

mengkomunikasikan kebijakan dan hasil-hasil pengelolaan TPK Pulau Buano dan 

Perairan Sekitarnya kepada masyarakat lokal dan mitra terkait lainnya. Program 

komunikasi dan penjangkauan masyarakat perlu dirancang dan dikembangkan 

dengan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi target atau mitra yang dituju. 

3.4.4. Monitoring dan Evaluasi 

Pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya akan dievaluasi secara rutin 

setiap tahun dan secara insidental sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Evaluasi 

ditujukan untuk mengetahui sejauh mana upaya pengelolaan memberikan hasil positif 

terhadap aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat.  

Evaluasi tahunan menggunakan perangkat evaluasi yang ditetapkan dengan SK Dirjen 

KP3K No. KEP.44/KP3K/ XI/2012 tentang Pedoman Teknis Efektivitas Pengelolaan 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Hasil evaluasi 

rutin digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan di tahun berikutnya. Hasil 

evaluasi insidental digunakan untuk adaptasi terhadap kegiatan pengelolaan di lapangan. 

Tinjauan terhadap rencana pengelolaan akan dilakukan setiap 5 tahun dan disesuaikan 

untuk rencana 5 tahun berikutnya. 
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3.4.5. Rencana Pengelolaan Tahunan, Jangka Menengah dan Panjang 

Rencana pengelolaan TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya disusun berdasarkan 

strategi dan program yang dirancang untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran 

pengelolaan yang akan menjadi panduan bagi unit organisasi pengelola dalam 

melakukan pengelolaan kawasan sampai dua puluh tahun ke depan. Pengelolaan TPK 

Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan 

masyarakat dan mitra terkait lainnya, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan Perguruan Tinggi. Struktur organisasi lembaga pengelola dan staf pelaksana 

diangkat dengan standar dan persyaratan teknis khusus untuk menjawab kebutuhan 

pengelolaan kawasan konservasi perairan yang baik dan adaptif. RPZ ini berlaku selama 

dua puluh tahun dan dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun untuk melihat capaian 

dari tujuan pengelolaan dan dapat disesuaikan kembali apabila diperlukan.  

Program pengelolaan Taman Pulau Kecil Pulau Buano diuraikan dalam Rencana Kerja 

Tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah dalam bentuk rencana 

kegiatan dan anggaran yang perlu disusun satu tahun sekali. Rencana Kerja Tahunan ini 

ditetapkan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola. Dalam dokumen ini terdapat 

tiga Rencana Kerja yaitu, Rencana 5 Tahunan Pertama, Rencana Jangka Menengah, 

dan Rencana Jangka Panjang yang disajikan pada Tabel 23. 
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Tabel 23. Rencana kerja jangka menengah dan panjang TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Strategi Penguatan Kelembagaan 

1.1 Program penatakelolaan Kelembagaan dilakukan melalui kegiatan: 

1.1.1 

Pembentukan unit 

organisasi pengelola yang 

ditetapkan dengan SK 

Gubernur 

ü         

Terbitnya Surat 

Keputusan Gubernur 

Maluku tentang Unit 

Organisasi Pengelola 

 

1.1.2 

Perekrutan tenaga 

pengelola KKP sesuai 

dengan struktur organisasi 

pengelola 

ü         Unit organisasi pengelola 

memiliki minimal 10 staff 
 

1.2.3 

Penetapan SDM 

pengelola KKP dengan 

SK Gubernur 

ü         

Terbitnya Surat 

Keputusan Penetapan 

SDM sesuai struktur unit 

organisasi pengelola 

 

1.2 Program peningkatan SDM, dilakukan melalui kegiatan: 

1.2.1 

Pelatihan dasar-dasar 

pengelolaan kawasan 

konservasi perairan 

 ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

100% staf unit pengelola 

telah mengikuti pelatihan 

dasar-dasar pengelolaan 

kasawasn konservasi 

periairan 

50 

1.2.2 

Uji kompetensi dasar-

dasar pengelolaan 

kawasan konservasi 

perairan 

 ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

75% staf unit pengelola 

tersertifikasi kompetensi 

dasar-dasar pengelolaan 

kasawasn konservasi 

periairan 

50 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

1.2.3 

Pelatihan pengumpulan 

data Pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan 

perikanan 

 ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

25% staf unit pengelola 

telah mengikuti pelatihan 

pengumpulan data biofisik 

50 

1.2.4 

Uji Kompetensi 

pengumpulan data 

pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan 

perikanan  

 ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

25% staf unit pengelola 

telah tersertifikasi 

kompetensi pengumpulan 

data pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan 

perikanan 

50 

1.2.5 
Pelatihan pengumpulan 

data Sosial Ekonomi 
 ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

25% staf unit pengelola 

telah mengikuti pelatihan 

pengumpulan data Sosial 

Ekonomi 

50 

1.2.6 

Uji kompetensi 

pengumpulan data Sosial 

Ekonomi 

 ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

25% staf unit pengelola 

telah tersertifikasi 

kompetensi pengumpulan 

data Sosial Ekonomi 

50 

1.2.7 Pelatihan SCUBA Diving  ü ü      

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

50% staf pengelola 

mengikuti pelatihan selam 
50 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

1.2.8 
Pelatihan pengumpulan 

data Biofisik  
 ü       

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

25% staf unit pengelola 

telah mengikuti pelatihan 

pengumpulan data Biofisik 

50 

1.2.9 
Uji kompetensi 

pengumpulan data Biofisik 
 ü       

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, NGO, 

Puslatluh, 

BPPP Ambon, 

DKP Provinsi 

25% staf unit pengelola 

telah tersertifikasi 

kompetensi pengumpulan 

data Biofisik 

50 

1.3 Program pembangunan dan pemeliharaan insfratruktur, dilakukan melalui kegiatan: 

1.3.1 
Pembangunan kantor unit 

pengelola kawasan 
 ü       Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Terbangunya kantor unit 

pengelola kawasan 
 

1.3.2 

Pengadaan sarana dan 

prasarana di kantor 

pengelola kawasan 

ü ü    ü ü  Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Tersedianya sarana dan 

prasarana untuk 

pengelolaan KKP sesuai 

suplemen 4 EKKP3K 

 

1.3.3 Pengadaan kapal patroli  ü ü   ü ü  Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Tersedianya tiga set alat 

patroli sesuai dengan 

suplemen 4 EKKP3K 

600 

1.3.4 

Pembangunan dermaga 

atau jetty untuk aktifitas 

pariwisata 

    ü   ü 
Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Terbangunnya 2 jetty 

untuk aktifitas pariwisata 
 

1.3.5 
Pembangunan pos 

pengawasan 
ü ü ü ü     Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Terbangunya 4 pos 

pengawasan 
400 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

1.3.6 

Pengadaan dan 

pemasangan pelampung 

tambat (moring buoy) 

    ü    
Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Tersedianya 10 

pelampung tambat 

(moring buoy) di lokasi 

wisata 

 

1.3.7 

Pengadaan dan 

pemasangan batas 

kawasan 

ü ü       
Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Tersedianya tapal batas di 

2 zona inti, dan 10 titik 

referensi di 5 zona inti  

 

1.3.8 

Memasukan peta 

kawasan konservasi 

kedalam peta alur 

pelayaran nasional 

ü ü       

Cabang Dinas 

Gugus Pulau 

II, Dishidros 

Terdaftarnya peta 

kawasan konservasi di 

peta alur pelayaran 

nasional.  

 

1.3.9 
Perawatan sarana dan 

prasaranana yang ada 
ü ü ü ü ü ü ü ü 

Cabang Dinas 

Gugus Pulau II 

Tersedia dan terawatnya 

sarana dan prasaran yang 

dimiliki 

 

1.4 Program penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan, dilakukan melalui kegiatan: 

1.4.1 

Penguatan peraturan 

negeri untuk pengelolaan 

SDA berkelanjutan 

  ü  ü ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terbentuknya Peraturan 

Negeri tentang 

pengelolaan SDA 

berkelanjutan di masing-

masing negeri 

10 

1.4.2 

Penyusunan dan 

Penerapan SOP 

Pengelolaan KKP: 

 

a). SOP aktivitas 

pemanfaatan didalam 

KKP TPK Pulau Buano 

dan Perairan Sekitarnya 

b). SOP Administrasi 

Perkantoran dan 

ü ü       Cabang Dinas 

GP II 

Tersusun dan 

terimplementasikanya 

SOP Pengelolaan KKP: 

 

a). SOP aktivitas 

pemanfaatan didalam 

KKP TPK Pulau Buano 

dan Perairan Sekitarnya 

b). SOP Administrasi 

Perkantoran dan 

50 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

Pengelolaan Keuangan 

c). SOP sarana dan 

prasarana (standar 

minimum) 

d). SOP pengelolaan 

terkait dengan 

Pengawasan Terpadu 

e). SOP Pengelolaan SD 

Kawasan- SOP terkait 

penguatan sosekbud 

f). SOP Penelitian dan 

Pendidikan 

g). SOP Pelaksanaan 

Kegiatan ekowisata bahari 

h). SOP pelaksanaan 

kegiatan perikanan 

tangkap 

i). SOP pelaksanaan 

kegiatan perikanan 

budidaya 

j). SOP Monitoring dan 

evaluasi program 

penguatan kelembagaan 

Pengelolaan Keuangan 

c). SOP sarana dan 

prasarana (standar 

minimum) 

d). SOP pengelolaan 

terkait dengan 

Pengawasan Terpadu 

e). SOP Pengelolaan SD 

Kawasan- SOP terkait 

penguatan sosekbud 

f). SOP Penelitian dan 

Pendidikan 

g). SOP Pelaksananaan 

Kegiatan ekowisata bahari 

h). SOP pelaksanaan 

kegiatan perikanan 

tangkap 

i). SOP pelaksanaan 

kegiatan perikanan 

budidaya 

j). SOP monitoring dan 

evaluasi program 

penguatan kelembagaan 

1.5 Program kemitraan, dilakukan melalui kegiatan: 

1.5.1 

Pembentukan dan 

pengembangan kemitraan 

dengan pemangku 

kepentingan (Permen KP 

30/2010) : 

a.Perjanjian Kemitraan  

b.Pembinaan 

c.Monitoring 

ü ü ü ü ü ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

PSDKP, Polair, 

TNI Al, Dinas 

Kehutanan 

Terbentuknya 10 program 

kemitraan atau kegiatan 

dalam perencanaan, 

pengelolaan dan 

pemantauan  

800 

1.6 Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat, dilakukan melalui kegiatan: 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

1.6.1 

Pendampingan 

kelompok/koperasi 

nelayan (Pelatihan dan 

pembuatan proposal dan 

administrasi keuangan) 

  ü   ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

2 kelompok atau koperasi 

nelayan terdampingi 

dalam pelatihan 

pembuatan proposal dan 

administrasi keuangan 

250 

1.6.2 

Pembentukan, 

peningkatan kapasitas, 

dan pengaktifan 

Pokmaswas 

  ü ü ü ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

PSDKP, Polair, 

TNI Al 

2 Pokmaswas terbentuk 

dan aktif melakukan 

pengawasan  

100 

1.6.3 

Pembentukan, 

peningkatan kapasitas, 

dan pengaktifan 

Pokdarwis 

 ü  ü  ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pariwisata  

Minimal 1 Pokdarwis 

terbentuk dan aktif 

melakukan kegiatan 

wisata 

100 

1.6.4 
Revitalisasi fungsi dan 

peran kewang 
 ü ü ü  ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

PSDKP, Polair, 

TNI Al 

Minimal kewang dari 2 

negeri berfungsi aktif 
100 

1.7 Program Pembentukan Jejaring Kawasan:   

1.7.1 

Penyusunan Rencana 

Kerja Jejaring Kawasan 

Konservasi termasuk 

Pendanaan 

 

ü 

 

ü 
   

 

ü 

 

ü 

  Cabang Dinas 

GP II, 

Universitas, 

NGO 

Tersusunnya rencana 

kerja jejaring KKP 
 

1.7.2 
Implementasi Rencana 

Kerja Jejaring KKP 

 

ü 

 

ü 
   ü ü 

 

Cabang Dinas 

GP II,  

Terimplementasinya 

rencana kerja jejaring 

KKP 

 

1.8 Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan, dilakukan melalui kegiatan:   
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

1.8.1 

Identifikasi dan 

penyusunan mekanisme 

pendanaan pengelolaan 

kawasan  

 

ü    ü ü 

 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Swasta, 

Universitas 

Mekanisme pendanaan 

pengelolaan kawasan 

teridentifikasi dan 

tersusun 

500 

1.8.2 
Penguatan sumber 

pendanaan 

   

 ü    ü ü 

  Cabang Dinas 

GP II, DKP 

Prov, NGO 

Sumber pendanaan 

teridentifikasi dan 

digunakan secara efisien 

 

1.8.3 
Pembuatan bisnis plan 

KKP  

 
 

ü    ü ü 

 

Cabang Dinas 

GP II, DKP 

Prov, NGO 

Dokumen bisnis plan TPK 

Pulau Buano terbuat  
 

1.8.4 

Penyusunan pembiayaan 

pengelolaan TPK Pulau 

Buano 

  

ü 

  

   ü ü 

  
Cabang Dinas 

GP II, DKP 

Prov, NGO 

Dokumen pembiayaan 

tersusun 
 

1.8.5 
Penyusunan rencana 

kerja 
 ü    ü ü   

Dokumen rencana kerja 

tersusun  
 

1.8.6 
Implementasi program 

pendanaan berkelanjutan 
 ü  ü ü ü ü ü  

Program pendanaan 

berkelanjutan 

terimplementasi 

 

1.9 Program monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan:   

1.9.1 

Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi program 

penguatan kelembagaan 

    ü ü ü ü 
Cabang Dinas 

GP II 

Monitoring dan evaluasi 

program penguatan 

kelembagaan terlaksana 

 

2 Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya  
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

2.1 Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan, dilakukan melalui kegiatan:  

2.1.1 

Sosialisai sistem zonasi 

yang ada dalam TPK 

Pulau Buano dan ETP 

Spesies 

ü     ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Loka PSPL, 

Dinas terkait 

Terlaksananya kegiatan 

sosialisasi sistem zonasi 

dan ETP spesies di TPK 

Pulau Buano 

60 

2.1.2 
Pelaksanaan kegiatan 

patroli  

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 
 

ü 

 

ü Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas terkait 

Terlaksananya kegiatan 

patroli minimal satu kali 

dalam sebulan  

 

2.1.3 Pemantauan kualitas air 

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

 
 

 

ü 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas terkait 

Terlaksananya kegiatan 

pemantauan kualitas air 

minimal satu kali dalam 

setahun 

 

2.1.4 

Pemantauan limbah padat 

dan cair di kawasan 

perairan  

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 
 

ü 

 

ü 
Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas terkait 

Terlaksananya kegiatan 

pemantauan limbah padat 

dan cair minimal satu kali 

dalam setahun 

 

2.2 Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan, dilakukan melalui kegiatan:  

2.2.1 

 

Rehabilitasi terumbu 

karang 

  ü  ü ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II. KKP, 

Pelaku 

usaha/operator 

wisata selam 

Terlaksananya kegiatan 

rehabilitasi terumbu 

karang minimal 2 tahun 

sekali 

150 

2.2.2 Rehabilitasi mangrove    ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, 

Kemenhut, 

DLH, KKP 

Terlaksananya kegiatan 

rehabilitasi mangrove 

minimal 2 tahun sekali 

100 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

2.2.3 
Rehabilitasi ekosistem 

padang lamun 
   ü  ü ü ü  

Terlaksananya kegiatan  

rehabilitasi lamun minimal 

2 tahun sekali  

 

2.2.4 

Sosialisasi biota kritis, 

terancam dan di lindungi/  
ETP spesies  

  ü  ü ü ü ü  

Terlaksananya kegiatan 

sosialisasi biota kritis, 

terancam dan di lindungi 

minimal satu kali dalam 

setahun  

 

2.2.5 
Pengadaan pondok 

informasi TPK 
         

Tebangunnya 2 pondok 

informasi tentang 

pendidikan lingkungan di 

dalam kawasan  

 

2.3 Penelitian dan Pengembangan, dilakukan melalui kegiatan:  

2.3.1 

 

Monitoring rutin kesehatan 

terumbu karang, populasi 

ikan, lamun dan 

ekosistem mangrove 

    ü ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, 

Universitas, 

Lembaga 

Penelitian 

Terlaksananya kegiatan 

monitoring kesehatan 

terumbu karang, populasi 

ikan, lamun dan 

mangrove minimal 2 

tahun sekali 

450 

2.3.2 
Penelitian jalur migrasi 

mamalia laut  
    ü ü ü  

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, 

Universitas, 

Lembaga 

Penelitian 

Terlaksananya penelitian 

jalur migrasi mamalia laut 

minimal satu kali dalam 

dua tahun 

450 

2.4 Pariwisata dan Jasa Lingkungan, dilakukan melalui kegiatan:  

2.4.1 
Pengembangan Negeri 

wisata 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

sebanyak 2 Negeri sadar 

wisata dikembangkan 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

Dinas 

Pariwisata 

2.4.2 
Menyusun petunjuk teknis 

pariwisata  
ü        

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pariwisata 

Petunjuk teknis/code of 

conduct berwisata 

tersusun  

 

2.4.3 

Pembentukan Badan 

Usaha Milik Negeri 

pariwisata dan lembaga 

pengelola  

 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü  

 

ü 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pariwisata 

Sebanyak 2 Bumdes 

terbentuk di dua Negeri 
 

2.4.4 
Pelatihan dan sertifikasi 

pemandu wisata  
ü ü    

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pariwisata, 

Pelaku 

Pariwisata 

Minimal sebanyak 20 

orang mengikuti pelatihan 

dan sertifikasi pemandu 

wisata 

100 

2.4.5 
Penyediaan sarana dan 

prasarana wisata  
 ü    ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Universitas, 

Lembaga 

Penelitian, 

Dinas 

Pariwisata 

Tersediannya sarana dan 

prasarana pendukung 

objek wisata  

300 

2.4.6 

Membangun jejaring 

dengan mitra pelaku 

pariwisata 

 ü    

 

 

ü 

 

 

ü 
 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Universitas, 

Lembaga 

Penelitian, 

Dinas 

Pariwisata 

Sebanyak 5 program 

kerjasama dengan mitra 
50 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

2.4.7 

Studi daya dukung 

lingkungan untuk 

pariwisata dan perikanan 

    

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü  

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pariwisata 

Adanya laporan studi 

daya dukung lingkungan 

untuk pariwisata dan 

perikanan 

900 

2.4.8 
Penataan kawasan untuk 

kegiatan pariwisata  
 ü     ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas 

Pariwisata 

Kawasan untuk kegiatan 

pariwisata tertata 
100 

2.5 Pemanfaatan Sumber Daya Ikan, dilakukan melalui kegiatan: 

2.5.1 
Pendataan fish landing 

(hasil tangkapan ikan) 
  ü  ü ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Dinas 

terkait, NGO 

Terlaksanakanya kegiatan 

pendataan pendaratan 

ikan 

140 

2.5.2 

 

Pemanfaatan perikanan 

berbasis adat 

    

 

 

 

ü 

 

 

 

ü 

 

 

 

ü 

 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, Dinas 

terkait, NGO 

Pemanfaatan perikanan 

berbasis adat seperti 

praktek sasi di laksanakan 

minimal di 2 negeri di TPK 

pulau Buano 

 

2.5.3 
Pengembangan koperasi 

dan kelompok nelayan  
  ü  

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 
Cabang Dinas 

GP II, Dinas 

terkait, NGO 

Adanya 2 koperasi dan 

kelompok nelayan  
50 

2.5.4 
Pengembangan budidaya 

rumput laut 
   ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Dinas 

terkait, NGO, 

Puslatluh 

Terlaksananya kegiatan 

pengembangan budidaya 

rumput laut 

50 

2.5.5 
Perbaikan komoditas lola 

dan teripang 
   ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Dinas 

terkait, NGO 

Terlaksananya kegiatan 

perbaikan komoditas lola 

dan teripang 

50 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

2.5.6 

Pengadaan alat tangkap 

ramah lingkungan dengan 

mendampingi kelompok 

nelayan menulis proposal 

untuk mengajukan dana 

DAK atau program 

KOMPAK. 

 

 

 

ü 

 

 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, Dinas 

terkait, NGO 

Terlaksananya kegiatan 

bantuan alat tangkap 

ramah lingkungan minimal 

satu tahun sekali 

100 

2.6 Program Adaptasi dan Perubahan Iklim: 

2.6.1 

Sosialisasi tentang 

Adaptasi dan mitigasi 

dampak perubahan iklim 

    ü ü ü ü 
Cabang Dinas 

GP II 

Adaptasi dan mitigasi 

dampak perubahan iklim 

tersosialisasi di 2 negeri di 

TPK Pulau Buano 

 

2.6.2 

Implementasi 

rekomendasi Rencana 

Aksi Daerah Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

(RAD MAPI) Provinsi 

Maluku 

    ü ü ü ü 
Cabang Dinas 

GP II 

Rekomendasi Rencana 

Aksi Daerah Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

(RAD MAPI) Provinsi 

Maluku terimplementasi di 

2 negeri di TPK Pulau 

Buano 

 

2.7 Monitoring dan Evaluasi 

2.7.1 

 Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi program 

penguatan pengelolaan 

sumber daya  

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 
 

ü 

 

 

 

ü 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II 

Monitoring dan evaluasi 

program penguatan 

pengelolaan sumber daya 

 

3 Strategi Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya 
3.1 Pengembangan Sosek Masyarakat, dilakukan melalui kegiatan: 

3.1.1 

Identifikasi dan pemetaan 

potensi dan kapasitas 

masyarakat dalam usaha 

di sektor perikanan dan 

ekowisata bahari 

 ü     ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, Pelaku 

usaha, 

Puslatluh 

Potensi dan kapasitas 

masyarakat di sektor 

perikanan dan wisata 

bahari teridentifikasi dan 

terpetakan 

30 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

3.1.2 

Pelatihan usaha dan 

dukungan unit perikanan 

tangkap 

 ü  ü  

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, Pelaku 

usaha, 

Puslatluh 

Pelatihan usaha dan 

dukungan unit perikanan 

tangkap dilaksanakan di 2 

kelompok nelayan 

200 

3.1.3 

Pelatihan usaha dan 

dukungan unit usaha 

budidaya yang ramah 

lingkungan 

 ü  ü  

 

 

 

ü 

 

 

 

ü 

 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, Pelaku 

usaha, 

Puslatluh, 

Dinas 

Pariwisata 

Pelatihan usaha dan 

dukungan unit usaha 

budidaya yang ramah 

lingkungan dilaksanakan 

di 2 kelompok nelayan 

200 

3.1.4 

Pelatihan usaha dan 

dukungan unit pengolahan 

hasil perikanan 

 ü  ü  

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, Pelaku 

usaha, 

Puslatluh 

Pelatihan usaha dan 

dukungan unit 

pengolahan hasil 

perikanan dilaksanakan di 

2 kelompok nelayan 

50 

3.1.5 

Pelatihan dan dukungan 

unit pengelolaan unit 

ekowisata bahari 

 ü  ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, Mitra 

NGO, Pelaku 

usaha, 

Puslatluh 

Pelatihan dan dukungan 

unit pengelolaan unit 

ekowisata bahari 

dilaksanakan minimal di 2 

kelompok nelayan 

 

3.1.6 

Pengembangan potensi 

ekowisata bahari 

(mangrove, cetacean, 

penyu) 

   ü  ü ü ü  

Potensi ekowisata bahari 

(mangrove, cetacean, 

penyu) dikembangkan di 2 

negeri 

 

3.1.7 

Pengembangan usaha 

pengolahan hasil 

perikanan 

   ü  ü ü ü  

Pengembangan usaha 

pengolahan hasil 

perikanan dilaksanakan di 

2kelompok nelayan 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

3.1.8 
Pengembangan kredit 

mikro bagi nelayan 
 ü  ü  ü ü ü  

Pengembangan kredit 

mikro dilaksanakan 2 

kelompok nelayan 

 

3.1.9 

Pengembangan unit 

usaha kuliner dan 

ekonomi (Dinpar Pov 

Maluku) 

   ü  ü ü ü  

Minimal 2 Unit usaha 

kuliner dan ekonomi 

dikembangkan 

 

3.1.10 

Mengembangkan 

BUMDES pariwisata dan 

lembaga pengelola 

pariwisata di desa di 

dalam TPK Pulau Buano 

dan sekitarnya 

 ü  ü  ü ü ü  

Minimal sebanyak 2 

BUMDES pariwisata dan 

lembaga pengelola 

pariwisata di negeri dalam 

TPK Pulau Buano dan 

sekitarnya 

 

3.1.11 
Pedampingan kelompok 

binaan unit pengelola 
    ü ü ü ü  

Terlaksananya kegiatan 

pendampingan kelompok 

binaan unit pengelola 

minimal setahun sekali 

 

3.1.12 

Pengembangan dan 

pendampingan usaha 

budidaya bahari yang 

berkelanjutan 

   ü  ü ü ü  

Terlaksananya kegiatan 

usaha budidaya bahari 

berkelanjutan 

 

3.2 Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan melalui kegiatan: 

3.2.1 
Pengembangan makanan 

olahan hasil laut 
 ü  ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Puslatluh 

Pengembangan makanan 

olahan hasil laut 

dilaksanakan minimal di 2 

kelompok masyarakat 

30 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

3.2.2 

Pengembangan souvenir 

khas yang ramah 

lingkungan 

  ü  ü ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Puslatluh, 

Dinas terkait 

Pengembangan souvenir 

khas yang ramah 

lingkungan dilaksanakan 

minimal di 2 

kelompok masyaraka 

30 

3.2.3 

Peningkatan kesadaran 

masyarakat melalui 

pelatihan pengolahan 

sampah 

 ü  ü ü ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Puslatluh, 

Dinas terkait 

Peningkatan kesadaran 

masyarakat melalui 

pelatihan pengolahan 

sampah dilaksanakan 

minimal di 2 kelompok 

masyarakat 

30 

3.2.4 

Penjangkauan 

masyarakat diluar 

kawasan konservasi 

dalam pengelolaan 

 ü  ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Puslatluh, 

Dinas 

pariwisata, 

DLH 

Penjangkauan 

masyarakat diluar 

kawasan konservasi 

dalam pengelolaan 

dilaksanakan minimal 2 

kali dalam setahun 

 

3.2.5 

Pengembangan ekonomi 

berbasis kearifan 

lokal(sasi, sasoki/teknik 

penangkapan ikan 

tradisional, kewang) 

 ü  ü  ü ü ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Puslatluh, 

PSDKP, 

Puslatluh 

Pengembangan ekonomi 

berbasis kearifan lokal 

(sasi, sasoki/teknik 

penangkapan ikan 

tradisional, kewang) 

dilaksanakan minimal di 2 

kelompok masyarakat 

30 

3.2.6 

Peningkatan kapasitas 

homestay di TPK Pulau 

Buano 

 ü  ü  ü ü ü  

Peningkatan kapasitas 

homestay di TPK Pulau 

Buano dilaksanakan 

minimal 1 kali dalam 2 

tahun 

 

3.3 Pelestarian adat dan budaya, dilakukan melalui kegiatan:  

3.3.1 

Revitalisasi sistem 

pengelolaan sasi dengan 

mempertimbangkan aspek 

ekologi biota target 

 ü  ü  ü ü ü 
Cabang Dinas 

GP II, NGO 

Minimal sebanyak 2 

praktek sasi direvitalisasi 

dengan 

30 
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No. Strategi dan Program 
Pengelolaan 

Waktu Pelaksanaan 
Pelaksana 
dan Mitra Indikator Keberhasilan 

Anggaran 
per-RPJM 

(Juta) 
RPJM I RPJM 

II 
RPJM 

III 
RPJM 

IV 2021 2022 2023 2024 2025 

mempertimbangankan 

aspek ekologi biota target 

3.3.2 

Inventarisasi keberadaan 

adat, budaya, dan atau 

kearifan lokal 

 ü  ü  
 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO 

Dokumen identifikasi adat, 

budaya dan kearifan lokal 
30 

3.4 Komunikasi dan penjangkauan masyarakat, dilakukan melelui kegiatan:  

3.4.1 
Sosialisasi sistim zonasi 

TPK Pulau Buano  

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

ü 
  

 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

 ü 

Cabang Dinas 

GP II, NGO, 

Dinas Terkait 

Sosialisasi sistim zonasi 

TPK Pulau Buano 

dilaksanakan minimal 2 

kali dalam 1 tahun 

20 

3.5 Monitoring dan Evaluasi:  

3.5.1 

Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi program 

penguatan sosial ekonomi 

budaya 

    ü ü ü ü 
Cabang Dinas 

GP II 

Monitoring dan evaluasi 

program penguatan sosial 

ekonomi budaya 
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4. PENUTUP 

Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Pulau Buano  

merupakan pedoman untuk pengelolaan sumber daya Kawasan Konservasi Taman Pulau 

Kecil Pulau Buano secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Baik bagi pengelola Kawasan 

Konservasi Taman Pulau Kecil Pulau Buano, pemerintah, parlemen, politisi, akademisi, 

peneliti, maupun pengguna sumber daya perairan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil 

Pulau Buano Provinsi Maluku.  

Data ilmiah yang disajikan terkait keanekaragaman flora dan fauna  Taman Pulau Kecil Pulau 

Buano dan perairan sekitarnya sesuai dengan tipe ekosistem dan habitat, oseanografi, sosial 

ekonomi dan budaya sebagaimana yang telah diulas diharapkan dapat mendukung 

pengelolaan Taman Pulau Kecil Pulau Buano dan perairan sekitarnya agar menghasilkan 

manfaat yang berkelanjutan (sustainable benefit flow) bagi masyarakat Pulau Buano, 

khususnya yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya laut di Taman Pulau Kecil 

Pulau Buano dan perairan sekitarnya. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1. Peta zonasi Taman Pulau Kecil Pulau Buano 1:50.000 
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Lampiran 2. Titik koordinat zona-zona di Taman Pulau Kecil Buano 

ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point Bujur Timur (BT) Lintang (LS) 

  

Titik luar kawasan Titik luar kawasan Pulau Buano 

1 127° 46' 35,440" 3° 1' 36,846" 
2 127° 48' 52,484" 3° 3' 16,275" 
3 127° 49' 36,975" 3° 3' 48,553" 
4 127° 53' 37,978" 3° 6' 43,382" 
5 127° 53' 44,173" 3° 6' 47,875" 
6 127° 55' 36,325" 3° 4' 51,737" 
7 127° 56' 19,125" 3° 4' 7,412" 
8 127° 59' 39,241" 3° 0' 40,142" 
9 128° 0' 48,006" 2° 58' 33,673" 

10 128° 0' 54,349" 2° 58' 25,185" 
11 128° 0' 59,346" 2° 58' 18,498" 
12 128° 0' 59,938" 2° 58' 17,707" 
13 128° 3' 5,461" 2° 55' 29,745" 
14 127° 54' 11,142" 2° 51' 1,622" 
15 127° 57' 6,035" 3° 0' 41,992" 
16 127° 57' 7,000" 3° 0' 42,875" 
17 127° 57' 10,088" 3° 0' 40,466" 
18 127° 57' 9,955" 3° 0' 38,733" 
19 127° 55' 25,525" 2° 56' 9,433" 
20 127° 56' 7,714" 2° 56' 29,359" 
21 127° 56' 33,250" 2° 56' 39,923" 
22 127° 56' 35,680" 2° 56' 35,617" 
23 127° 56' 23,316" 2° 55' 44,593" 
24 127° 55' 54,393" 2° 55' 28,343" 

1 Inti Inti 
Tanjung 

Hatuhalang 
25 127° 49' 56,670" 3° 3' 19,073" 
26 127° 50' 43,401" 3° 2' 18,542" 



79 
 

ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point Bujur Timur (BT) Lintang (LS) 

27 127° 50' 14,009" 3° 2' 7,164" 
28 127° 49' 48,867" 3° 2' 9,391" 
29 127° 49' 40,516" 3° 2' 4,637" 
30 127° 49' 49,443" 3° 1' 51,021" 
31 127° 49' 41,694" 3° 1' 48,197" 
32 127° 48' 52,587" 3° 2' 41,617" 

2 Inti Inti Nusa Esuna 

33 127° 51' 37,745" 2° 58' 18,553" 
34 127° 51' 51,044" 2° 58' 3,908" 
35 127° 51' 43,970" 2° 57' 55,706" 
36 127° 51' 30,766" 2° 58' 12,969" 

3 Inti Inti Nusa Mananauth 

37 127° 52' 4,745" 2° 57' 40,265" 
38 127° 52' 11,139" 2° 57' 45,984" 
39 127° 52' 19,361" 2° 57' 41,866" 
40 127° 52' 13,251" 2° 57' 34,182" 

4 Inti Inti Hahusaenai 

19 127° 55' 25,525" 2° 56' 9,433" 
20 127° 56' 7,714" 2° 56' 29,359" 
21 127° 56' 33,250" 2° 56' 39,923" 
22 127° 56' 35,680" 2° 56' 35,617" 
23 127° 56' 23,316" 2° 55' 44,593" 
24 127° 55' 54,393" 2° 55' 28,343" 

5 Inti Inti Tanjung Pamali 

41 127° 59' 14,900" 2° 55' 25,607" 
42 128° 0' 11,118" 2° 54' 22,846" 
43 128° 2' 35,422" 2° 55' 38,382" 
44 128° 0' 51,544" 2° 57' 42,271" 
45 127° 59' 50,330" 2° 56' 56,924" 

6 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Pariwisata Alapau 

46 127° 54' 37,537" 2° 57' 5,734" 
47 127° 54' 37,537" 2° 57' 3,547" 
48 127° 54' 9,783" 2° 57' 3,547" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point Bujur Timur (BT) Lintang (LS) 

49 127° 54' 9,783" 2° 57' 21,387" 

7 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Pariwisata Sekaru Panjang 

50 127° 52' 48,100" 2° 55' 55,492" 
51 127° 54' 20,323" 2° 55' 7,144" 
52 127° 54' 6,801" 2° 54' 43,645" 
53 127° 52' 34,577" 2° 55' 30,643" 

8 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Pariwisata Naiselan 

54 127° 55' 57,839" 2° 55' 6,165" 
55 127° 56' 8,098" 2° 54' 50,128" 
56 127° 58' 52,532" 2° 55' 1,202" 
57 127° 58' 51,507" 2° 55' 23,298" 

9 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Pariwisata Labuan Sinohi 

58 127° 54' 28,832" 3° 2' 18,910" 
59 127° 54' 45,926" 3° 3' 4,053" 
60 127° 55' 52,385" 3° 2' 28,646" 
61 127° 56' 56,246" 3° 1' 25,987" 
62 127° 56' 39,106" 3° 1' 0,932" 

10 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Perikanan 
Tangkap 

Pulau Buano 

1 127° 46' 35,440" 3° 1' 36,846" 
2 127° 48' 52,484" 3° 3' 16,275" 
3 127° 49' 36,975" 3° 3' 48,553" 
4 127° 53' 37,978" 3° 6' 43,382" 
5 127° 53' 44,173" 3° 6' 47,875" 
6 127° 55' 36,325" 3° 4' 51,737" 
7 127° 56' 19,125" 3° 4' 7,412" 
8 127° 59' 39,241" 3° 0' 40,142" 
9 128° 0' 48,006" 2° 58' 33,673" 

10 128° 0' 54,349" 2° 58' 25,185" 
11 128° 0' 59,346" 2° 58' 18,498" 
12 128° 0' 59,938" 2° 58' 17,707" 
13 128° 3' 5,461" 2° 55' 29,745" 
14 127° 54' 11,142" 2° 51' 1,622" 



81 
 

ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point Bujur Timur (BT) Lintang (LS) 

11 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Budidaya Usiauni 

63 127° 52' 34,191" 2° 57' 28,138" 
64 127° 52' 36,080" 2° 57' 31,553" 
65 127° 53' 16,627" 2° 57' 26,105" 

12 
Pemanfaatan 

Terbatas 
Budidaya Usiauni 

66 127° 52' 40,641" 2° 57' 39,797" 
67 127° 52' 37,982" 2° 57' 34,991" 
68 127° 53' 19,550" 2° 57' 28,782" 
69 127° 53' 21,362" 2° 57' 36,244" 

13 Lainnya Rehabilitasi Anauni 

70 127° 52' 3,866" 2° 59' 38,402" 
71 127° 52' 1,490" 2° 59' 37,960" 
72 127° 51' 57,001" 3° 0' 12,444" 
73 127° 51' 41,865" 3° 0' 30,376" 
74 127° 51' 43,368" 3° 0' 32,961" 

14 Lainnya Rehabilitasi Dusun Huaroa 

75 127° 53' 19,955" 3° 2' 26,269" 
76 127° 53' 22,089" 3° 2' 36,706" 
77 127° 54' 14,437" 3° 2' 30,054" 
78 127° 54' 12,156" 3° 2' 19,081" 

15 Lainnya Pelabuhan Buano Selatan 

79 127° 56' 46,711" 3° 0' 55,005" 
80 127° 56' 49,169" 3° 0' 58,446" 
81 127° 56' 55,817" 3° 0' 52,815" 
82 127° 56' 53,625" 3° 0' 50,661" 
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Lampiran 3. Peraturan masing-masing zona di TPK Pulau Buano dan Perairan Sekitarnya 

NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

 Zona Pemanfaatan Terbatas  Zona Lainya 

Subzona Perikanan 
Tangkap 

Subzona 
Budidaya 

Subzona 
Pariwisata 

 Subzona 
Rehabilitasi 

Subzona 
Pelabuhan 

1 Penelitian dan Pendidikan ü ü ü ü  ü ü 

2 
Pendidikan, Pemeliharaan, Pemulihan, 
Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya 
Ikan dan Ekosistemnya 

Ð ü ü ü  ü ü 

3 Wisata Menyelam Ð ü ü ü  ü Ð 

4 Berenang dan Snorkling untuk wisata Ð ü ü ü  ü Ð 

5 Wisata Speargun/Memanah Ikan & 
memancing Ð ü Ð Ð  Ð Ð 

6 -Jetsky, Banana Boat, Windsurf, Surfing, dan 
Wisata watersport lainnya Ð Ð Ð ü  Ð Ð 

7 Kegiatan Budidaya Ð ü ü Ð  Ð Ð 

8 Budidaya menggunakan keramba Jaring 
Apung Ð ü ü Ð  Ð Ð 

9 Budidaya menggunakan keramba jaring 
tancap Ð ü ü Ð  Ð Ð 

10 Tambatan kapal (mouring buoy) Ð ü Ð ü  ü ü 

11 Berlabuh Ð ü Ð Ð  Ð ü 

12 Upacara adat dan ritual keagamaan Ð ü  ü  ü ü 

13 Menyelam untuk mengambil biota Ð ü Ð Ð  Ð Ð 
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NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

 Zona Pemanfaatan Terbatas  Zona Lainya 

Subzona Perikanan 
Tangkap 

Subzona 
Budidaya 

Subzona 
Pariwisata 

 Subzona 
Rehabilitasi 

Subzona 
Pelabuhan 

14 Pengambilan karang hidup atau mati Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

15 

Aktivitas Penangkapan Ikan menggunakan: 
- Panah/speargun dan Rawai Dasar 
- Mogong ,Trawl, Muroami, 
Huhate (pole & line), Payang, Bubu, 
Potasium, 
Bom/Bahan Peledak dan alat tangkap yang 
tidak 
ramah lingkungan lainnya. 

Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

16 Penangkapan ikan dengan menggunakan 
kompressor Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

17 Pemasangan Rumpon Ð ü Ð Ð  Ð Ð 

18 Pembuatan foto, video, film untuk tujuan 
komersial dan non komersial Ð ü ü ü  ü ü 

19 Berlabuh (Kapasitas Kapal >10 GT) Ð Ð Ð Ð  Ð ü 

20 Berlayar melintas ü ü ü ü  ü ü 

21 Mengambil dan menjual telur penyu Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

22 Membangun dermaga Ð Ð Ð Ð  Ð ü 

23 Menebang mangrove Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

24 Penambangan pasir Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

25 Membangun Pelabuhan Ð Ð Ð Ð  Ð ü 
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NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

 Zona Pemanfaatan Terbatas  Zona Lainya 

Subzona Perikanan 
Tangkap 

Subzona 
Budidaya 

Subzona 
Pariwisata 

 Subzona 
Rehabilitasi 

Subzona 
Pelabuhan 

26 Pembangunan infrastruktur wisata (home 
stay, hotel, dan sarana lainya) Ð ü Ð ü  Ð Ð 

27 
Penangkapan ikan dengan kapal  maksimal 
10 GT dengan alat tangkap yang 
diperbolehkan 

Ð ü Ð Ð  Ð Ð 

28 Penangkapan ikan dengan kapal >10 GT 
dengan alat tangkap yang diperbolehkan Ð Ð Ð Ð  Ð Ð 

29 Membangun infrastruktur pengelolaan (pos 
jaga, dermaga labuh) Ð ü ü ü  Ð Ð 

30 Rehabilitasi vegetasi pantai Ð Ð Ð Ð  ü Ð 

31 Rehabilitasi terumbu karang Ð Ð Ð Ð  ü Ð 

32 Rehabilitasi lamun Ð Ð Ð Ð  ü Ð 

33 Rehabilitasi mangrove Ð Ð Ð Ð  ü Ð 

34 
Aktivitas Penangkapan Ikan menggunakan: 
- Pancing 
- Panah/Speargun 
- Rawai Dasar 

Ð ü Ð Ð  Ð Ð 
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Lampiran 4. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K di Provinsi Maluku  
(SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku No 061/947/19K) 

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 
Ketua   : Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, DKP Provinsi Maluku 
Sekertaris  : Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DKP Provinsi Maluku 
Anggota  : Kepala Bappeda, Provinsi Maluku 
   : Kepala Dinas Pariwisata, Provinsi Maluku 
   : Kepala Cabang DKP Gugus Pulau II 
   : Kepala Bappeda, Kabupaten Seram Bagian Barat 
   : Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Seram Bagian Barat 
   : Kepala Dinas Pariwisata, Kabupaten Seram Bagian Barat 
   : Kepala PPLD LIPI Ambon 

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura 
   : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darusassalam 
   : Kepala PSDKP Stasiun Ambon 
   : Kepala LPSPL Sorong Satker Ambon 
   : Direktur LC EAFM Universitas Pattimura 
   : Camat Huamual Belakang 
   : Direktur CTC 
   : Direktur Burung Indonesia 
   : Direktur Yayasan Baileo  

: Direktur LPPM Maluku 
   : Ketua Pokmaswas Hena Berkarya 
   : Ketua Pokmaswas Hena Puan 


